PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 25 TAHUN 2008
TENTANG
PERSYARATAN DAN TATA CARA PENDAFTARAN PENDUDUK
DAN PENCATATAN SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Ras#asal 25 ayat (4),
Pasal 26 ayat (2), Pasal 31, Pasal 32 ayat (3| Basyat (3), Pasal
38, Pasal 39 ayat (3), Pasal 42, Pasal 43 ayd®#3al 46, Pasal 51,
Pasal 55, Pasal 56 ayat (3), Pasal 57 ayat (2| Pé4sPasal 89 ayat
(3), Pasal 90 ayat (3), Pasal 91 ayat (3) dan Fazadyat (2)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Admasstr
Kependudukan, dan Pasal 38 ayat (5) Peraturan PeameNomor
37 Tahun 2007 tentanBelaksanaan Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudulganlu menetapkan
Peraturan Presiden tentang Persyaratan dan Ta@aReadaftaran

Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dddegara Republik

Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan
Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia uiah
1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3882);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemieanta
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahud4 20

Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republdonesia

Nomor ...



Menetapkan

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan PRaratur
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tah(® 20
tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 NAO®,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nob#8)24

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Admamsstr
Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonedmuia
2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4674);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006ntgnta
Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4736);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN PRESIDEN TENTANG PERSYARATAMN
TATA CARA PENDAFTARAN PENDUDUK DAN
PENCATATAN SIPIL.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan :

1. Administrasi ...
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. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan
penataan dan penertiban dalam penerbitan dokunreDalka
Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pemnoatat
Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependkaiu
serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan pdalk

pembangunan sektor lain.

. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Oraimg As

yang bertempat tinggal di Indonesia.

. Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa
Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yanghkiaa

dengan undang-undang sebagai Warga Negara Indonesia
. Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara Indimnes

. Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab dalam

urusan pemerintahan dalam negeri.

. Instansi Pelaksana  adalah perangkat  pemerintah
kabupaten/kota yang bertanggung jawab dan berwenang
melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi

Kependudukan.

. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang
diterbitkan oleh |Instansi Pelaksana yang mempunyai
kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yangsiikan

dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Penc&ipian

. Data Kependudukan adalah data perseorangan dawlatizau
agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiata

Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

9. Pendaftaran ...
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9. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodataudRénd
pencatatan atas pelaporan Peristiwa Kependudukan da
pendataan Penduduk rentan Administrasi Kependudukan
serta penerbitan Dokumen Kependudukan berupa kartu

identitas atau surat keterangan kependudukan.

10.Peristiva Kependudukan adalah kejadian yang dialami
Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa takiba
terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keludfgeyu
Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kepermluduk
lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamatias

status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.

11.Nomor Induk Kependudukan, selanjutnya disingkat NIK
adalah nomor identitas Penduduk yang bersifat watdu
khas, tunggal dan melekat pada seseorang yangfteerda

sebagai Penduduk Indonesia.

12.Kartu Keluarga, selanjutnya disingkat KK, adalahrtka
identitas keluarga yang memuat data tentang nansanan
dan hubungan dalam keluarga, serta identitas aaggot

keluarga.

13.Kartu Tanda Penduduk, selanjutnya disingkat KTRladd
identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yarigriitkan
oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di selurutayat

Negara Kesatuan Republik Indonesia.

14.Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Rery@amg
dialami oleh seseorang dalam register Pencatatah faida

Instansi Pelaksana.

15. Pejabat ...
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15.Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melaku
pencatatan Peristiwva Penting yang dialami seseopaua
Instansi Pelaksana yang pengangkatannya sesuaiardeng

ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

16. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami skeseorang
meliputi  kelahiran, kematian, lahir mati, perkawina
perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, p&atgan

anak, perubahan nama dan perubahan status kewgagaae.

17.1zin Tinggal Terbatas adalah izin tinggal yang diken
kepada Orang Asing untuk tinggal di wilayah Ned&esatuan
Republik Indonesia dalam jangka waktu yang terbatssiai

dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

18.1zin Tinggal Tetap adalah izin tinggal yang dibankkepada
Orang Asing untuk tinggal menetap di wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan
Peraturan Perundang-undangan.

19. Petugas Registrasi adalah pegawai negeri sipil gédregi tugas
dan tanggung jawab memberikan pelayanan pelap@astiRa
Kependudukan dan Peristiwa Penting serta pengalotkzan

penyajian Data Kependudukan di desa/kelurahan.

20.Kantor Urusan Agama Kecamatan, selanjutnya disingka
KUAKec, adalah satuan kerja yang melaksanakan peiaca
nikah, talak, cerai, dan rujuk pada tingkat kecamabagi

Penduduk yang beragama Islam.

21.Unit Pelaksana Teknis Dinas Instansi Pelaksananjsghya

disingkat UPTD Instansi Pelaksana, adalahasakerja di

tingkat ...
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tingkat kecamatan yang melaksanakan pelayanan fagta

Sipil dengan kewenangan menerbitkan akta.

22.Pejabat Konsuler adalah Pejabat yang melakukansfung
kekonsuleran di Perwakilan Republik Indonesia yang

ditunjuk selaku Pejabat Pencatatan Sipil.

23.Perwakilan Republik Indonesia adalah Kedutaan Besar
Republik Indonesia, Konsulat Jenderal Republik tredoa
dan Konsulat Republik Indonesia.

24.Undang-Undang adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2006 tentang Administrasi Kependudukan.

25.Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai plesting

daerah kabupaten dan daerah kota.

26.Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjdtisgbut
desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang miemilik
batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengador d
mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasark
asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakuddermati
dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik
Indonesia.

27.Rukun Tetangga dan Rukun Warga yang selanjutnya
disingkat RT dan RW atau sebutan lain adalah lembag
masyarakat yang dibentuk oleh masyarakat, diakuidilsina
oleh pemerintah untuk memelihara dan melestariki&a- n
nilai kehidupan masyarakat Indonesia yang berdasark
kegotongroyongan dan kekeluargaan serta untuk memba
meningkatkan kelancaran tugas pemerintah, pembangun
dan kemasyarakatan di kelurahan.

Pasal ...
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Pasal 2
Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil bertujudak
memberikan keabsahan identitas dan kepastian huitas
dokumen penduduk, perlindungan status hak sipiipeunk, dan

mendapatkan data yang mutakhir, benar dan lengkap.

Pasal 3
(1) Pendaftaran penduduk dilakukan pada Instansi Ralaks
yang daerah tugasnya meliputi domisili atau tentipggal
penduduk.
(2) Pencatatan sipil dilakukan pada Instansi Pelaks#aa
UPTD Instansi Pelaksana yang daerah tugasnya rielipu

tempat terjadinya Peristiwa Penting.

BAB I
PENDAFTARAN PENDUDUK

Bagian Pertama
Pencatatan dan Penerbitan Biodata Penduduk, Kattakja
dan Kartu Tanda Penduduk

Paragraf 1

Pencatatan dan Penerbitan Biodata Penduduk

Pasal 4
(1) Penduduk Warga Negara Indonesia wajib melapor lepad
Instansi Pelaksana melalui Kepala Desa/Lurah damaCa

untuk dicatatkan biodatanya.

(2) Warga ...
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(2) Warga Negara Indonesia yang datang dari luar né&geena

3)

1)

(2)

pindah, Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tatas

dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetapjiwa
melapor kepada Instansi Pelaksana untuk dicatatkan
biodatanya.

Pencatatan Biodata Penduduk dilakukan sebageard

pengisian dan pemutakhiran database kependudukan.

Pasal 5
Pencatatan biodata penduduk Warga Negara Is@one
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) déakuk
setelah memenuhi syarat berupa:
a. Surat Pengantar dari RT dan RW.
b. Dokumen Kependudukan yang dimiliki, antara lain:
Kutipan Akta Kelahiran;
ljazah atau Surat Tanda Tamat Belajar;
KK;
KTP;
Kutipan Akta Perkawinan/Kutipan Akta Nikah; atau

o a0k wDdPRE

Kutipan Akta Perceraian.

c. Surat Keterangan Kepala Suku/Adat setempat, ushus
bagi komunitas terpencil/suku terasing.

Pencatatan biodata penduduk bagi Warga Negal@nésia

yang datang dari luar negeri karena pindah sebagem

dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dilakukan setekamenuhi

syarat berupa:

a. Paspor; atau

b. Dokumen pengganti paspor.

(3) Pencatatan ...
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(3) Pencatatan biodata penduduk bagi Orang Asingg ya
memiliki Izin Tinggal Terbatas sebagaimana dimakdalam
Pasal 4 ayat (2) dilakukan setelah memenuhi sheraipa:

a. Paspor;
b. Kartu Izin Tinggal Terbatas; dan
c. Buku Pengawasan Orang Asing.

(4) Pencatatan biodata penduduk bagi Orang Asiaggy
memiliki Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksudaaia
Pasal 4 ayat (2) dilakukan setelah memenuhi sharaipa:

a. Paspor;
b. Kartu Izin Tinggal Tetap; dan

c. Buku Pengawasan Orang Asing.

Pasal 6
(1) Penduduk Warga Negara Indonesia sebagaimanaksiia
dalam Pasal 4 ayat (1) untuk pencatatan biodatanya
membawa persyaratan sebagaimana dimaksud dalainSPasa
ayat (1).
(2) Pencatatan biodata penduduk di Desa/Kelurahiakutan
dengan tata cara:
a. Penduduk mengisi dan menandatangani formululabéo
penduduk Warga Negara Indonesia;
b. Petugas registrasi mencatat dalam Buku HareistRva
Kependudukan dan Peristiwa Penting;
c. Petugas registrasi melakukan verifikasi dandeaalii data
penduduk;
d. Kepala desa/lurah menandatangani formulir babdat
penduduk;
e. Petugas ...
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e. Petugas registrasi menyampaikan formulir biodata
penduduk kepada Camat.

Pencatatan biodata penduduk di kecamatan, uditak

dengan tata cara:

a. Petugas registrasi melakukan verifikasi dandeasli data
penduduk;

b. Camat menandatangani formulir biodata penduduk;

c. Petugas registrasi menyampaikan formulir biodata
penduduk kepada Instansi Pelaksana sebagai das&r un
penerbitan dokumen biodata penduduk.

Penerbitan dokumerbiodata penduduk Warga Negara

Indonesia oleh Instansi Pelaksana, dilakukan dertgém

cara:

a. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan deali
formulir biodata penduduk serta merekam data kandal
database kependudukantuk mendapatkan NIK;

b. Kepala Instansi Pelaksana  menerbitkan  dan
menandatangani dokumen biodata penduduk setelah yan
bersangkutan mendapatkan NIK dengan Sistem Infermas

Administrasi Kependudukan.

Pasal 7

Warga Negara Indonesia yang datang dari lugemd&arena
pindah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayair(@k
pencatatan biodatanya membawa persyaratan sebagaima
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).
Pencatatan biodata penduduk sebagaimana dichgksda
ayat (1), dilakukan dengan tata cara:

a. Penduduk ...
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a. Penduduk mengisi dan menandatangani FormuluotaBao
Penduduk Warga Negara Indonesia;

b. Petugas registrasi melakukan verifikasi dandesli data
penduduk;

c. Petugas registrasi menandatangani formulir bé&oda
penduduk dan merekam ke dalam database kependudukan
untuk mendapatkan NIK;

Kepala Instansi Pelaksana menerbitkan dan noetamgani

biodata penduduk setelah yang bersangkutan merkdapat

NIK dengan Sistem Informasi Administrasi Kependuatuk

Pasal 8

Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbat@asn Orang

Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), untuk pencatatan

biodatanya membawa persyaratan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 5 ayat (3) dan ayat (4).

Pencatatan biodata Orang Asing sebagaimanasdudgada

ayat (1), dilakukan dengan tata cara:

a. Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas
mengisi dan menandatangani Formulir Biodata Orang
Asing Tinggal Terbatas;

b. Orang Asing yang memiliki 1zin Tinggal Tetap rgen
dan menandatangani Formulir Biodata Orang Asing
Tinggal Tetap;

c. Petugas registrasi melakukan verifikasi dandeaaii data

penduduk;

d. Petugas ...
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d. Petugas registrasi menandatangani formulir bégo@aang
Asing dan merekam ke dalam database kependudukan
untuk mendapatkan NIK.

Kepala Instansi Pelaksana menerbitkan dan naatangani

biodata Orang Asingetelah yang bersangkutan mendapatkan

NIK dengan Sistem Informasi Administrasi Kependuatuk

Pasal 9
Dalam hal terjadi perubahan biodata bagi penkdud/arga
Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pagailt 4
(1), Warga Negara Indonesia yang datang dari lememn
karena pindah atau Orang Asing sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 ayat (2), wajib melaporkan kepadtanss
Pelaksana untuk dicatatkan perubahan biodatanya.
Pencatatan perubahan biodata sebagaimana dichgdexla
ayat (1) dilakukan dengan menggunakan :
a. Surat Pernyataan Perubahan Data Kependudukan;
b. Formulir Perubahan Biodata Penduduk Warga Negara
Indonesia;
c. Formulir Perubahan Biodata Orang Asing Tinggal
Terbatas; atau
d. Formulir Perubahan Biodata Orang Asing Tinggetap.
Pencatatan perubahan biodata penduduk Wargaaraleg
Indonesia di Desa/Kelurahan, dilakukan dengancata:
a. Penduduk mengisi dan menandatangani Surat Raamya
Perubahan Data Kependudukan dan Formulir Perubahan

Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia;

b. Petugas ...
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Petugas registrasi mencatat dalam Buku Hariaistira

Kependudukan dan Peristiwa Penting;

Petugas registrasi melakukan verifikasi dandesii data

kependudukan;

Kepala desa/lurah menandatangani formulir pédramba

biodata penduduk;

Petugas registrasi menyampaikan Surat Pernyataan
Perubahan Data Kependudukan dan Formulir Perubahan
Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia kepada

camat.

Pencatatan perubahan biodata penduduk Wargaaraleg

Indonesia di kecamatan dilakukan dengan tata cara:

a.

Petugas registrasi melakukan verifikasi dandaali data
penduduk;
Camat menandatangani Formulir Perubahan Biodata

Penduduk Warga Negara Indonesia;
Petugas registrasi menyampaikan Formulir Perrbah
Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia kepada

Instansi Pelaksana.

Pencatatan perubahabiodata penduduk Warga Negara

Indonesia di Instansi Pelaksana dilakukan dengtn dara

melakukan verifikasi dan validasi data penduduktaser

merekam data ke dalam database kependudukan.

Kepala Instansi Pelaksana menerbitkan dan noetamgani

biodata penduduk yang telah diubah.

(7) Pencatatan ...
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(7) Pencatatan biodata penduduk bagi Orang Asingg ya

(8)

memiliki 1zin Tinggal Terbatas dan Orang Asing yang

memiliki 1zin Tinggal Tetap di Instansi Pelaksana

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan detaga

cara:

a.

Orang Asing yang memiliki lzin Tinggal Terbatas
mengisi dan menandatangani Surat Pernyataan Parubah
Data Kependudukan dan Formulir Perubahan Biodata
Orang Asing Tinggal Terbatas;

Orang Asing yang memiliki 1zin Tinggal Tetap ngesi

dan menandatangani Surat Pernyataan Perubahan Data
Kependudukan dan Formulir Perubahan Biodata Orang
Asing Tinggal Tetap;

Petugas registrasi melakukan verifikasi dandesii data
penduduk;

Petugas registrasi menandatangani formulir @drai
biodata Orang Asing dan merekam ke dalam Database

Kependudukan.

Kepala Instansi Pelaksana menerbitkan dan naatangani

biodata Orang Asing yang telah diubah.

Pasal 10

Perubahan biodata penduduk bagi Warga Negara Is@gri@rang

Asing yang memiliki 1zin Tinggal Terbatas dan Orakging yang

memiliki 1zin Tinggal Tetap yang mengalami perisgiywenting di

luar wilayah Republik Indonesia, wajib dilaporkagpkda Instansi

Pelaksana paling lama 30 (tiga puluh) hari kerjakskembali ke

Republik Indonesia.

Paragraf ...
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Paragraf 2

Penerbitan Kartu Keluarga

Pasal 11
(1) Penduduk Warga Negara Indonesia wajib melaporkan
susunan keluarganya kepada Instansi Pelaksana umelal
Kepala desa/lurah dan camat.
(2) Orang Asing yang memiliki l1zin Tinggal Tetap wajib
melaporkan susunan keluarganya kepada Instansdaela
(3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) @2y

sebagai dasar untuk penerbitan KK.

Pasal 12
(1) Penerbitan KK baru bagi penduduk sebagaimanmaldud
dalam Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) dilakukanladete
memenuhi syarat berupa:

a. lzin Tinggal Tetap bagi Orang Asing;

b. Fotokopi atau menunjukkan Kutipan Akta Nikah/igan
Akta Perkawinan;

c. Surat Keterangan Pindah/Surat Keterangan Pindah
Datang bagi penduduk yang pindah dalam wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia; atau

d. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri yang
diterbitkan oleh Instansi Pelaksana bagi Warga Nega

Indonesia yang datang dari luar negeri karena pinda

(2) Perubahan KK karena penambahan anggota kelukigan
KK bagi penduduk yang mengalami kelahiran sebagaama
dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) whiak
setelah memenuhi syarat berupa:

a. KK ...
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KK lama; dan

Kutipan Akta Kelahiran.

(3) Perubahan KK karena penambahan anggota kelwsmigsk

(4)

()

menumpang ke dalam KK bagi penduduk Warga Negara

Indonesia dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:

a.
b.

C.

KK lama;

KK yang akan ditumpangi;

Surat Keterangan Pindah Datang bagi penduduky yan
pindah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia; dan/atau

Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri bagrg&/a
Negara Indonesia yang datang dari luar negeri karen

pindah.

Perubahan KK karena penambahan anggota keluzaga

Orang Asing yang memiliki 1zin Tinggal Tetap untuk

menumpang ke dalam KK Warga Negara Indonesia atau

Orang Asing dilakukan setelah memenuhi syarat lzerup

a.
b.
C.
d.

KK lama atau KK yang ditumpangi;

Paspor;

Izin Tinggal Tetap; dan

Surat Keterangan Catatan Kepolisian bagi OrasmgA

Tinggal Tetap;

Perubahan KK karena pengurangan anggota keludeam

KK bagi penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pdsal 1

ayat (1) dan ayat (2) dilakukan setelah memenularasy

berupa:

a. KK ...
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a. KK lama;

b. surat keterangan kematian; atau

Surat Keterangan Pindah/Surat Keterangan Pindah
Datang bagi penduduk yang pindah dalam wilayah

Negara Kesatuan Republik Indonesia.

(6) Penerbitan KK karena hilang atau rusak bagidpduok

(1)

(2)

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) cdan(3y

dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:

a.
b.

C.

Surat Keterangan kehilangan dari Kepala desa/lur

KK yang rusak;

Fotokopi atau menunjukkan dokumen kependudulean d
salah satu anggota keluarga; atau

Dokumen keimigrasian bagi Orang Asing.

Pasal 13

Penduduk Warga Negara Indonesia sebagaimanaksiud

dalam Pasal 11 ayat (1) wajib melapor kepada Kepala

desa/lurah dengan menyerahkan persyaratan sebagaima

dimaksud dalam Pasal 12.

Proses penerbitan atau perubahan KK di Desar&lehn

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan detagan

cara:

a. Penduduk mengisi dan menandatangani formulir

permohonan KK;

b. Petugas registrasi mencatat dalam Buku Harigistixea

C.

Kependudukan dan Peristiwa Penting;
Petugas registrasi melakukan verifikasi dandeali data
penduduk;

d. Kepala ...
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d. Kepala desa/lurah menandatangani formulir peamah
KK; dan

e. Kepala desa/lurah/Petugas registrasi meneruls&eias
formulir permohonan KKkepada Camat sebagai dasar

proses penerbitan atau perubahan KK di Kecamatan.

Proses penerbitan atau perubahan KK di Kecamatan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, didakuk

dengan tata cara:

a. Petugas melakukan verifikasi dan validasi datadpduk;

b. Camat menandatangani formulir permohonan KK;

c. Petugas menyampaikan formulir permohonan KK yang
dilampiri dengan kelengkapan berkas persyarkégpoada

Instansi Pelaksana.

Penerbitan atau perubahan KK di Instansi Palaks

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilkuk

dengan tata cara:

a. Petugas melakukan perekaman data ke dalam databa
kependudukan;

b. Kepala Instansi Pelaksana menerbitkan dan manand

tangani KK.

Pasal 14
Orang Asing yang memiliki 1zin Tinggal Tetapbsgaimana
dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) wajib melapor dapa
Instansi Pelaksana dengan menyerahkan persyaratan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.

(2) Instansi ...
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(2) Instansi Pelaksana memproses penerbitan atabgiean KK

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan tata car

a.

Penduduk mengisi dan menandatangani Formulir
Permohonan KK;

Petugas melakukan verifikasi dan validasi datadpduk;
Petugas menandatangani Formulir Permohonan KK;
Petugas melakukan perekaman data ke dalam databa

kependudukan.

(3) Kepala Instansi Pelaksana menerbitkan dan nauztangani
KK.

Paragraf 3

Penerbitan Kartu Tanda Penduduk

Pasal 15

(1) Penerbitan KTP baru bagi penduduk Warga Negara

Indonesia, dilakukan setelah memenuhi syarat berupa

a.

Telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau skdain atau

pernah kawin;

Surat Pengantar RT/RW dan Kepala desa/lurah;

Fotokopi :

1. KK;

2. Kutipan Akta Nikah/Akta Kawin bagi penduduk yang
belum berusia 17 (tujuh belas) tahun;

3. Kutipan Akta Kelahiran; dan

Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri yang

diterbitkan oleh Instansi Pelaksana bagi Warga Nega

Indonesia yang datang dari luar negeri karena pinda

(2) Penerbitan ...
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(2) Penerbitan KTP baru bagi Orang Asing yang me&nlitin
Tinggal Tetap, dilakukan setelah memenuhi syanatdze
a. Telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau su@avin
atau pernah kawin;
b. Fotokopi :
1. KK;
2. Kutipan Akta Nikah/Akta Kawin bagi penduduk yang
belum berusia 17 (tujuh belas) tahun;
3. Kutipan Akta Kelahiran;
4. Paspor dan Izin Tinggal Tetap; dan

c. Surat Keterangan Catatan Kepolisian.

Pasal 16

(1) Penerbitan KTP karena hilang atau rusak bagidpeauk
Warga Negara Indonesia atau Orang Asing yang mnia@mili
Izin Tinggal Tetap, dilakukan setelah memenuhi atyar
berupa:
a. surat keterangan kehilangan dari kepolisian #ae

yang rusak;

b. fotokopi KK; dan
c. Paspor dan Izin Tinggal Tetap bagi Orang Asing.

(2) Penerbitan KTP karena pindah datang bagi pardWdarga
Negara Indonesia atau Orang Asing yang memilikn Izi
Tinggal Tetap, dilakukan setelah memenuhi syanatdze
a. Surat Keterangan Pindah/Surat Keterangan Pindah

Datang; dan

b. Surat ...
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b. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri bagrg&/a
Negara Indonesia yang datang dari luar negeri laren
pindah.

Penerbitan KTP karena perpanjangan bagi pehdwdarga

Negara Indonesia atau Orang Asing yang memilikn Izi

Tinggal Tetap, dilakukan setelah memenuhi syanatdze

a. fotokopi KK;

b. KTP lama; dan

c. fotokopi Paspor, Izin Tinggal Tetap, dan Surat
Keterangan Catatan Kepolisian bagi Orang Asing yang
memiliki Izin Tinggal Tetap.

Penerbitan KTP karena adanya perubahan data bag

penduduk Warga Negara Indonesia atau Orang Asing ya

memiliki 1zin Tinggal Tetap, dilakukan setelah membi
syarat berupa:

a. fotokopi KK;

b. KTP lama; dan

c. surat keterangan/bukti perubahan peristiwa ketyogurkan

dan peristiwa penting.

Pasal 17
Penduduk Warga Negara Indonesia wajib melapmada
Kepala desa/lurah dengan menyerahkan persyaratan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dah Fa
Proses penerbitan KTP di Desa/Kelurahan setvege
dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:
a. Penduduk mengisi dan menandatangani formulir

permohonan KTP Warga Negara Indonesia;

b. Petugas ...
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b. Petugas registrasi mencatat dalam Buku Harigistida
Kependudukan dan Peristiwa Penting;
Petugas registrasi melakukan verifikasi dardesli data;

d. Kepala desa/lurah menandatangani formulir peanah
KTP;

e. Petugas registrasi menyerahktormulir permohonan
KTP kepada penduduk untuk dilaporkan kepada Camat.

(3) Proses penerbitan KTP di Kecamatan sebagaiaiamaksud

pada ayat (2) huruf e, dilakukan dengan tata cara:

a. Petugas registrasi melakukan verifikasi dandeali data
penduduk;

b. Camat menandatangani formulir permohonan KTP;

c. Petugas registrasi menyampaikan formulir permaho
KTP vyang dilampiri dengan kelengkapan berkas
persyaratan kepadanstansi Pelaksana sebagai dasar

penerbitan KTP.

(4) Penerbitan KTP di Instansi Pelaksana sebagairdemaksud
pada ayat (3) huruf c, dilakukan dengan tata cara:
a. Petugas registrasi melakukan perekaman dataalkeend
database kependudukan;
b. Instansi Pelaksana menerbitkan dan menandatangan
KTP.

Pasal 18
(1) Orang Asingyang memiliki lzin Tinggal Tetap wajib
melapor kepada Instansi Pelaksana dengan membawa
persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1323ya

dan Pasal 16.
(2) Instansi ...
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(2) Instansi Pelaksana memproses Penerbitan KTRgO%aing

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan tata car

a. Orang Asing yang memiliki 1zin Tinggal Tetap rgem

dan menandatangani formulir permohonan KTP Orang

Asing;
b. Petugas registrasi melakukan verifikasi dandesli data

penduduk;
c. Petugas registrasi melakukan perekaman dataalend

database kependudukan;

d. Kepala Instansi Pelaksana  menerbitkan  dan

menandatangani Kartu Tanda Penduduk.

Pasal 19
Dalam hal KTP diterbitkan karena perpanjangan, kKarRa ditarik

oleh Instansi Pelaksana yang menerbitkannya.

Pasal 20
(1) Dalam KTP dimuat pas photo berwarna dari peakugng
bersangkutan, dengan ketentuan :
a. Penduduk yang lahir pada tahun ganjil, lataakaeig pas
photo berwarna merah; atau
b. Penduduk yang lahir pada tahun genap, latak&edppas

photo berwarna biru.

(2) Pas photo sebagaimana dimaksud pada ayatr{iQusan 2 x

3 cm dengan ketentuan 70% tampak wajah dan dapat

menggunakan jilbab.

Bagian ...
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Bagian Kedua

Pendaftaran Peristiwa Kependudukan

Paragraf 1

Pendaftaran Pindah Datang Penduduk Warga Negavadsih

Dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

(1)

(2)

(1)

(2)

Pasal 21
Persyaratan dan tata cara pendaftaran perpindamatuguk
Warga Negara Indonesia dalam Wilayah Negara Kesatua
Republik Indonesia dilakukan dengan memperhatikan
klasifikasi perpindahan penduduk.
Klasifikasi perpindahan penduduk sebagaimana diothks
pada ayat (1), sebagai berikut :
a. dalam satu desa/kelurahan;
b. antardesa atau kelurahan dalam satu kecamatan;
c. antarkecamatan dalam satu kabupaten/kota;
d. antarkabupaten atau kota dalam satu provinsi; atau
e

. antarprovinsi.

Pasal 22

Pelaporan pendaftaran perpindahan penduduk Wargaréle
Indonesia dengan klasifikasi sebagaimana dimaksldnd
Pasal 21 ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, damuhue,
dilakukan dengan memenuhi syarat berupa surat perga
RT/RW, KK, dan KTP untuk mendapatkan Surat Keteaang
Pindah.
Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud peada a
(1), berlaku selama 30 (tiga puluh) hari kerja.

(3) Pada ...
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Pada saat diserahkan Surat Keterangan Pindah selbaga
dimaksud pada ayat (2) kepada Penduduk, KTP yang
bersangkutan dicabut dan dimusnahkan oleh Instgarsy
menerbitkan Surat Keterangan Pindah.

Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud peda a
(3), berlaku sebagai pengganti KTP selama KTP batum
diterbitkan.

Pasal 23

Penduduk Warga Negara Indonesia yang bermagsaih

dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pzkal

ayat (2) huruf a, melapor kepada Kepala desa/ldeatgan

memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22

Pendaftaran penduduk Warga Negara Indonesia di

Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:

a. Penduduk mengisi dan menandatangani Formulir
Permohonan Pindah;

b. Petugas registrasi mencatat dalam Buku Harian tReais
Kependudukan dan Peristiwa Penting;

c. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasa
penduduk;

d. Kepala desa/lurah atas nama Kepala Instansi Pelaksa
menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan
Pindah Datang; dan

e. Petugas registrasi mencatat dalam Buku Induk Perdud
dan Buku Mutasi Penduduk.

(3) Surat ...
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Surat Keterangan Pindah Datarsgbagaimana dimaksud

pada ayat (2) huruf a digunakan sebagai dasar untuk

a. proses perubahan KK bagi kepala/anggota kelukigan
KK yang tidak pindah;

b. proses penerbitan KK dan KTP dengan alamat baru; da

c. perekaman ke dalam database kependudukan.

Pasal 24

Penduduk Warga Negara Indonesia yang bermaksuélpind

dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pzkal
ayat (2) huruf b, melapor kepada Kepala desa/ldeigan

memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2

Pendaftaran penduduk Warga Negara Indonesia

Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat

dilakukan dengan tata cara:

a. Penduduk mengisi dan menandatangani Formul
Permohonan Pindabh;

b. Petugas registrasi mencatat dalam Buku Harian tReais
Kependudukan dan Peristiwa Penting;

c. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasa

penduduk;

di
(1)

ir

d. Kepala desa/lurah atas nama Kepala Instansi Pelaksa

menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan

Pindah;
e. Petugas registrasi mencatat dalam Buku Induk Perdud

dan Buku Mutasi Penduduk; dan

f. Surat ...
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f. Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada
huruf d diserahkan kepada penduduk untuk dilaporkan
kepada kepala desa/lurah tujuan.

Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud peada a

(2) huruf d digunakan sebagai dasar :

a. proses perubahan KK bagi kepala/anggota keluarnganda
KK yang tidak pindah; dan

b. perekaman ke dalam database kependudukan.

Pasal 25

Penduduk Warga Negara Indonesia sebagaimana dichaksu

dalam Pasal 24, melaporkan kedatangannya kepadaleKep

desa/lurah tempat tujuan dengan menunjukkan Surat

Keterangan Pindah.

Pendaftaran penduduk Warga Negara Indonesia di

Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan dengan tata cara:

a. Penduduk mengisi dan menandatangani Formulir
Permohonan Pindah Datang untuk mendapatkan Surat
Keterangan Pindah Datang;

b. Petugas registrasi mencatat dalam Buku Harian tReais
Kependudukan dan Peristiwa Penting;

c. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasa
penduduk; dan

d. Kepala desa/lurah atas nama Kepala Instansi Pelaksa
menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan

Pindah Datang.

(3) Surat ...
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(3) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf d, digunakan sebagai dasar :
a. proses penerbitan KK dan KTP dengan alamat baru; da

b. perekaman ke dalam database kependudukan.

Pasal 26
(1) Penduduk Warga Negara Indonesia yang bermaksudlpind

dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pzkal

ayat (2) huruf c, melapor kepada Kepala desa/ldetgan

memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2

(2) Pendaftaran penduduk Warga Negara Indonesia di

Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan dengan tata cara:

a. Penduduk mengisi dan menandatangani Formulir
Permohonan Pindabh;

b. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasa
penduduk;

c. Petugas registrasi mencatat dalam Buku Harian tReais
Kependudukan dan Peristiwa Penting;

d. Kepala desa/lurah mengetatdan membubuhkan tanda
tangan pad&urat Pengantar dari RT/RW,

e. Petugas registrasi mencatat dalam Buku Induk Perdud
dan Buku Mutasi Penduduk; dan

f. Kepala desa/lurah/Petugas registrasi meneruskakad
Formulir Permohonan Pindah sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan Surat Pengantar sebagaimana

dimaksud pada huruf d kepada Camat.

(3) Pendaftaran ...
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Pendaftaran penduduk Warga Negara Indonesia diicdea

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dilakuka

dengan tata cara:

a. Petugas melakukan verifikasi dan validasi data peuki;

b. Camat atas nama Kepala Instansi Pelaksana merarbitk
dan menandatangani Surat Keterangan Pindah; dan

c. Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada
huruf b diserahkan kepada penduduk untuk dilapokiean
daerah tujuan.

Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud peda a

(3) huruf b digunakan sebagai dasar :

a. proses perubahan KK bagi kepala/anggota keluarganda
KK yang tidak pindah; dan

b. perekaman ke dalam database kependudukan.

Pasal 27

Penduduk Warga Negara Indonesia sebagaimana dithaksu
dalam Pasal 26, melaporkan kedatangannya kepadale&Kep
desa/lurah di tempat tujuan dengan menunjukkan tSura
Keterangan Pindah.
Pendaftaran penduduk Warga Negara Indonesia di
Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dengan tata cara:
a. Penduduk mengisi dan menandatangani Formulir

Permohonan Pindah Datang;
b. Petugas registrasi mencatat dalam Buku Harian tReais

Kependudukan dan Peristiwa Penting;

c. Petugas ...



3)

(4)

(1)

(2)

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 30 -

c. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasa
penduduk; dan

d. Kepala desa/lurah menandatangani dan meneruskan
Formulir Permohonan Pindah Datang sebagaimana
dimaksud dalam huruf a kepada Camat.

Pendaftaran penduduk di kecamatan sebagaimana siichak

pada ayat (2) huruf d dilakukan dengan tata cara:

a. Petugas melakukan verifikasi dan validasi data peuki,
dan

b. Camat atas nama Kepala Instansi Pelaksana merarbitk
dan menandatangani Surat Keterangan Pindah Datang.

Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) huruf b, digunakan sebagai dasar :

a. proses penerbitan KK dan KTP dengan alamat baru; da

b. perekaman ke dalam database kependudukan.

Pasal 28
Penduduk Warga Negara Indonesia yang bermaksuclpind
dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Rasayat
(2) huruf d dan huruf e, melapor kepada Kepala /igah
dengan memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dasah P
22.
Pendaftaran penduduk Warga Negara Indonesia di
Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dengan tata cara:
a. Penduduk mengisi dan menandatangani Formulir

Permohonan Pindah;

b. Petugas ...
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Petugas registrasi mencatat dalam Buku Harian tReais
Kependudukan dan Peristiwa Penting;

Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasa
penduduk;

Kepala desa/lurah menandatangani Surat Pengantar
Pindah antar kabupaten/kota atau antar provinsi;

Petugas registrasi mencatat dalam Buku Induk Perdud
dan Buku Mutasi Penduduk; dan

Kepala desa/lurah/Petugas registrasi meneruskakad
Formulir Permohonan Pindah sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan Surat Pengantar Pindah sebagaimana
dimaksud pada huruf d kepada camat.

Pendaftaran penduduk di Kecamatan sebagaimana slichak

pada ayat (2) huruf f dilakukan dengan tata cara:

a.
b.

Petugas melakukan verifikasi dan validasi data peuk,
Camat menandatangani Surat Pengantar Pindah antar
kabupaten/kota atau antar provinsi sebagaimanakduna
pada ayat (2) huruf f; dan

Petugas registrasi menyampaikan Formulir Permohonan
Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hurahf d
Surat Pengantar Pindah sebagaimana dimaksud patla ay
(3) huruf b kepada Kepala Instansi Pelaksana sebaga

dasar penerbitan Surat Keterangan Pindah.

Kepala Instansi Pelaksana menerbitkan dan menargiata

Surat Keterangan Pindah serta menyerahkan kepada

penduduk untuk dilaporkan ke daerah tujuan.

(5) Surat ...
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Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud peda a

(4) digunakan sebagai dasar :

a. proses perubahan KK bagi kepala/anggota keluarnganda
KK yang tidak pindah; dan

b. perekaman ke dalam database kependudukan.

Pasal 29
Penduduk Warga Negara Indonesia sebagaimana dithaksu
dalam Pasal 28, melaporkan kedatangannya kepaddakep
desa/lurah di tempat tujuan dengan menunjukkan tSura
Keterangan Pindah.
Pendaftaran penduduk Warga Negara Indonesia di
Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dengan tata cara:
a. Penduduk mengisi dan menandatangani Formulir
Permohonan Pindah Datang;
b. Petugas registrasi mencatat dalam Buku Harian tReais
Kependudukan dan Peristiwa Penting;
c. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasa
penduduk; dan
d. Kepala desa/lurah menandatangani dan meneruskan
Formulir Permohonan Pindah Datang sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf a kepada camat.
Pendaftaran penduduk di Kecamatan sebagaimana slichak
pada ayat (2) huruf d dilakukan dengan tata cara:
a. Petugas melakukan verifikasi dan validasi data peuki,

dan

b. Camat ...
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b. Camat menandatangani Formulir Permohonan Pindah
Datang dan menyampaikan kepada Kepala Instansi
Pelaksana sebagai dasar penerbitan Surat Keterangan
Pindah Datang.

(4) Kepala Instansi Pelaksana menerbitkan dan menargiata

Surat Keterangan Pindah Datang.

(5) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud
pada ayat (4), digunakan sebagai dasar :

a. proses penerbitan KK dan KTP dengan alamat baru; da

b. perekaman ke dalam database kependudukan.

Paragraf 2

Pendaftaran Penduduk Yang Bertransmigrasi

Pasal 30
Persyaratan pelaporan pendaftaran penduduk yangn aka
bertransmigrasi meliputi :
a. Surat Pengantar RT/RW;
b. KK;
c. KTP;
d. Kartu Seleksi Calon Transmigran; dan
e

. Surat Pemberitahuan Pemberangkatan.

Pasal 31
(1) Setiap penduduk yang akan bertransmigrasi dengan
klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 @a

huruf b, huruf ¢, hurufd, dan huruf e bedagersyaratan

sebagaimana ...
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sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, dengan teda ca
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Pasal 29, Z8asa
Pasal 27, Pasal 28, dan Pasal 29 Peraturan Présiden
Pelaporan penduduk yang akan bertransmigrasi sehaga
dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh instgasg

menangani urusan transmigrasi.

Paragraf 3

Pendaftaran Pindah Datang Orang Asing

Dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

(1)

(@)

1)

Pasal 32
Persyaratan dan tata cara perpindahan Orang Asng y
memiliki 1zin Tinggal Terbatas dan Orang Asing yang
memiliki Izin Tinggal Tetap dalam Wilayah Negaradatuan
Republik Indonesia dilakukan dengan memperhatikan
klasifikasi perpindahan penduduk.
Klasifikasi perpindahan Orang Asing sebagaimanaaisud
pada ayat (1), sebagai berikut:
a. dalam kabupaten/kota;
b. antarkabupaten/kota dalam satu provinsi; atau

C. antarprovinsi.

Pasal 33
Pelaporan pendaftaran Pindah Datang Orang Agany
memiliki 1zin Tinggal Tetap dalam wilayah Negaradatuan
Republik Indonesia, dilakukan dengan memenuhi $yara
berupa:
a. KK; ...
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KK;

KTP untuk orang asing;

Fotokopi Paspor dengan menunjukkan aslinya;
Fotokopi Kartu Izin Tinggal Tetap;

Menunjukkan buku Pengawasan Orang Asing; dan

-~ ® 2 0 T p

Surat Keterangan Catatan Kepolisian.

Pelaporan pendaftaran Pindah Datang Orang Aganty
memiliki 1zin Tinggal Terbatas dalam wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia, dilakukan dengan mahien
syarat berupa:

a. Surat Keterangan Tempat Tinggal,

b. Fotokopi Paspor;

c. Fotokopi Kartu Izin Tinggal Terbatas; dan

d

. Surat Keterangan Catatan Kepolisian.

Pasal 34
Orang Asing yang memiliki 1zin Tinggal Terbataswa@rang
Asing yang memiliki lzin Tinggal Tetap yang bermad#ts
pindah dengan Kklasifikasi sebagaimana dimaksudndala
Pasal 32 ayat (2) huruf a, melapor kepada Kepaltarsi
Pelaksana dengan membawa persyaratan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 33.

Pendaftaran Orang Asing di Instansi Pelaksana s@baga
dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara:
a. Orang Asing mengisi dan menandatangani FormuliatSur

Keterangan Pindah Datang;

b. Petugas ...
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b. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan vailidata;

c. Kepala Instansi Pelaksana menandatangani Surat
Keterangan Pindah Datang;

d. Petugas merekam data dalam database kependudukan;
dan

e. Petugas menyampaikan lembar kedua Surat Keterangan
Pindah Datang kepada kepala desa/lurah tempatalingg
asal.

Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimanaksima

pada ayat (2) huruf c digunakan sebagai dasar:

a. Perubahan KK bagi kepala/anggota keluarga dalam KK
yang tidak pindah;

b. Penerbitan Surat Keterangan Tempat Tinggal dengan
alamat baru bagi Orang Asing yang memiliki 1zin ggal
Terbatas; atau

c. Penerbitan KK dan KTP dengan alamat baru bagi Orang
Asing yang memiliki 1zin Tinggal Tetap.

Instansi Pelaksana menyampaikan data PindadmB#&@rang

Asing kepada Camat dan Kepala Desa/Lurah.

Pasal 35
Orang Asing yang memiliki I1zin Tinggal Terbataswa@rang
Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang bermadéts
pindah dengan klasifikasi sebagaimana dimaksudndala
Pasal 32 ayat (2) huruf b dan huruf ¢, melapor #apéepala
Instansi  Pelaksana dengan membawa  persyaratan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33.
Pendaftaran Orang Asing di Instansi Pelaksana s@baga
dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara:

a. Orang ...
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a. Orang Asing mengisi dan menandatangani FormuliatSur
Keterangan Pindah Datang;

b. Petugas melakukan verifikasi dan validasi data;

c. Kepala Instansi Pelaksana menandatangani Surat
Keterangan Pindah Datang dan menyerahkan kepada
Orang Asing untuk dilaporkan ke daerah tujuan; dan

d. Petugas merekam data dalam database kependudukan;

Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimanaksima
pada ayat (2) huruf c digunakan sebagai dasar geamKK
bagi kepala/anggota keluarga dalam KK yang tidakign.

Pasal 36
Orang Asing yang memiliki 1zin Tinggal Terbataswa@rang
Asing yang memiliki lzin Tinggal Tetap yang berma#ts
pindah dengan Klasifikasi sebagaimana dimaksudndala
Pasal 32 ayat (2) huruf b dan huruf ¢, melaporkan
kedatangannya kepada Kepala Instansi Pelaksanahdaer
tujuan dengan menyerahkan Surat Keterangan Pindah

Datang.

Pendaftaran Orang Asing di Instansi Pelaksana s@baga

dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara:

a. Petugas melakukan verifikasi dan validasi data;

b. Kepala Instansi Pelaksana menandatangani Surat
Keterangan Pindah Datang; dan

c. Petugas merekam data dalam database kependudukan.

Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimanaksima
pada ayat (2) huruf b digunakan sebagai dasar :

a. penerbitan ...
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a. penerbitan KK dan KTP dengan alamat baru bagn®r
Asing yang memiliki I1zin Tinggal Tetap; atau
b. penerbitan Surat Keterangan Tempat Tinggal denga
alamat baru bagi Orang Asing yang memiliki Izin ggal
Terbatas.
(4) Instansi Pelaksana menyampaikan data PindadmB&®rang
Asing kepada Camat dan Kepala Desa/Lurah.

Bagian Ketiga
Pendaftaran Pindah Datang Antar Negara
Pasal 37

Perpindahan penduduk antar negara, meliputi kkasifisebagali

berikut:

a. Penduduk Warga Negara Indonesia pindah ke luaringggek
menetap dalam jangka waktu 1 (satu) tahun atab legaiturut-
turut;

b. Warga Negara Indonesia datang dari luar negernkapegndah
dan menetap di Indonesia,;

c. Orang Asing datang dari luar negeri dengan lzingg@ail
Terbatas;

d. Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas watizin

Tinggal Tetap yang akan pindah ke luar negeri.

Pasal 38
(1) Pendaftaran bagi penduduk Warga Negara Indonesig ya
akan pindah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 dur

dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:

a. Surat ...



(2)

3)

(4)

1)

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 39 -

a. Surat pengantar pindah dari RT dan RW;
b. KK; dan
c. KTP.

Pendaftaran bagi Warga Negara Indonesia yang datamng
luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3if bur
dilakukan dengan memenuhi syarat beryp@spor atau

dokumen pengganti paspor.

Pendaftaran bagi orang asing yang datang dariregeri
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf ¢ digakuk

dengan memenuhi syarat berupa:
a. Paspor; dan

b. 1zin Tinggal Terbatas.

Pendaftaran bagi Orang Asing yang akan pindah ke Iu
negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf d

dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:

a. KK dan KTP bagi Orang Asing yang memiliki izin
tinggal tetap; dan

b. Surat Keterangan Tempat Tinggal bagi Orang Asinggya

memiliki izin tinggal terbatas.

Pasal 39
Penduduk Warga Negara Indonesia yang akan pindarake
negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a,
melapor kepada Kepala desa/lurah dengan membawat sya

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1).

(2) Pendaftaran ...
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(2) Pendaftaran penduduk Warga Negara Indonesia di

3)

(4)

Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

dilakukan dengan tata cara:

a.

Penduduk mengisi dan menandatangani formulir Surat
Pengantar Pindah ke Luar Negeri;

Petugas registrasi mencatat dalam Buku Harian tReais
Kependudukan dan Peristiwa Penting;

Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasa
penduduk;

Kepala desa/lurah mengetahui dan menandatangdai ser
meneruskanSurat Pengantar Pindah ke Luar Negeri
sebagaimana dimaksud dalam huruf a kepada Canmat; da
Petugas registrasi mencatat dalam Buku Induk Perkdud
dan Buku Mutasi Penduduk.

Pendaftaran penduduk di Kecamatan sebagaimana slichak

pada ayat (2) huruf d, dilakukan dengan tata cara:

a.

Surat Pengantar Pindah ke Luar Negeri dari penduduk

diketahui Camat dengan membubuhkan tandatangan;
Petugas melakukan verifikasi dan validasi data peuk,

Petugas meneruskaBurat Pengantar Pindah ke Luar

Negeri kepada Instansi Pelaksana; dan

. Petugas registrasi merekam data dalam database

kependudukan.

Pendaftaran penduduk Warga Negara Indonesia darisist

Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) lkuruf

dilakukan dengan tata cara:

(a) Petugas ...
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. Petugas menerima Surat Pengantar Pindah ke LuariNeg

dari penduduk disertai persyaratan sebagaimanakdida

dalam Pasal 38 ayat (1) huruf b dan huruf c;

. Petugas melakukan verifikasi dan validasi data peuaki,

. Kepala Instansi Pelaksana menerbitkan dan

menandatangani Surat Keterangan Pindah ke Luar

Negeri;

. Petugas registrasi mencabut KTP penduduk yang telah

mendapat Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri;

. Dalam hal satu keluarga pindah ke luar negeri, KK

penduduk yang pindah dicabut oleh Instansi Pelaksan

dan

Dalam hal satu orang atau beberapa orang dam sat
keluarga pindah ke luar negeri, Instansi Pelaksana
melakukan perubahan KK bagi anggota keluarga yang

tinggal.

Pasal 40

Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 39 ayat (4) huruf ¢, digunakaok
pengurusan paspor dan pelaporan pada perwakilanbRep
Indonesia negara tujuan.

Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)adidat
perwakilan Republik Indonesia dalam buku registeards
Negara Indonesia di luar negeri.

Ketentuan lebih lanjut mengenai buku register Waiggara

Indonesia di luar negeri diatur oleh Menteri.

Pasal ...
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Pasal 41

Warga Negara Indonesia yang datang dari luar negeri
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b, melapo
kepada Instansi Pelaksana dengan membawa syarat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2).

Instansi Pelaksana melakukan pendaftaran sebagaiman

dimaksud pada ayat (1), dengan tata cara:

a. Warga Negara Indonesia mengisi dan menandatangani

formulir Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri;
b. Petugas melakukan verifikasi dan validasi data;

c. Kepala Instansi Pelaksana menerbitkan dan menanda-
tangani Surat Keterangan Datang dari Luar Negei, K
dan KTP; dan

d. Petugas merekam data dalam database kependudukan.

Warga Negara Indonesia yang telah mendapatkan KK da
KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c,
melaporkan kedatangannya kepada camat, Kepaldwtabka/

dan RT/RW tempat domisili dengan menyerahkan Surat

Keterangan Datang dari Luar Negeri.

Kepala Desa/Lurah melakukan pendaftaran Warga Idegar
Indonesia yang melaporkan kedatangannya sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dengan cara petugas regjistra
mencatat dalam Buku Harian Peristiwva Kependudulkam d
Peristiwa Penting, Buku Induk Penduduk, dan Bukudgiu
Penduduk.

Pasal ...
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Pasal 42
Orang Asing yang datang dari luar negeri sebagaman
dimaksud dalam Pasal 37 huruf c, melapor kepadarsis
Pelaksana dengan membawa syarat sebagaimana ddmaksu
dalam Pasal 38 ayat (3).
Instansi Pelaksana melakukan pendaftaran sebagaiman
dimaksud pada ayat (1), dengan tata cara:
a. Orang Asing mengisi dan menandatangani formulir
Pendaftaran Orang Asing Tinggal Terbatas;
b. Petugas melakukan verifikasi dan validasi data;
c. Kepala Instansi Pelaksana menerbitkan dan
menandatangani Surat Keterangan Tempat Tinggal; dan
d. Petugas merekam data dalam database kependudukan.
Instansi Pelaksana menyampaikan data Pindah D&earty
Asing kepada Camat dan Kepala Desa/Lurah.
Kepala Desa/Lurah melakukan pendaftaran Orang Asing
yang melaporkan kedatangannya sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) dengan cara petugas registrasi natrozam
Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan PeristiwaiRg,
Buku Induk Penduduk, dan Buku Mutasi Penduduk.

Pasal 43
Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas gan
berubah status menjadi Izin Tinggal Tetap, meldfepada
Instansi Pelaksana dengan membawa persyaratan:
a. Paspor;

b. Surat Keterangan Tempat Tinggal;

c. Kartu ...
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c. Kartu Izin Tinggal Tetap; dan

d. Surat Keterangan Catatan Kepolisian.

Pendaftaran Orang Asing di Instansi Pelaksana s@baga

dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:

a. Orang Asing mengisi dan menandatangani formulir
Pendaftaran Orang Asing Tinggal Tetap;

b. Petugas melakukan verifikasi dan validasi data;

c. Kepala Instansi Pelaksana  menerbitkan  dan
menandatangani KK dan KTP Orang Asing; dan

d. Petugas registrasi merekam data dalam database

kependudukan.

Instansi Pelaksana menyampaikan data Pindah D&teany

Asing kepada Camat dan Kepala desa/Lurah.

Kepala Desa/Lurah melakukan Pendaftaran Orang Asing
yang melaporkan kedatangannya sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) dengan cara petugas registrasi natrozam
Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan PeristiwaiRg,

Buku Induk Penduduk, dan Buku Mutasi Penduduk.

Pasal 44

Orang Asing yang akan pindah ke luar negeri sebagaa
dimaksud dalam Pasal 37 huruf d, melapor kepadarisis
Pelaksana dengan membawa persyaratan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4).

Pendaftaran Orang Asing di Instansi Pelaksana s@baga

dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:

a. Orang ...
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. Orang Asing mengisi dan menandatangani formulir

Keterangan Pindah ke Luar Negeri;

. Petugas melakukan verifikasi dan validasi data;

. Kepala Instansi Pelaksana menyimpan KK dan KTP

Orang Asing atau Surat Keterangan Tempat Tinggal da

Orang Asing yang akan pindah;

. Petugas merekam data dalam database kependudukan;

dan

. Petugas menyampaikan formulir Keterangan Pindah ke

Luar Negeri kepada camat dan Kepala desa/lurahaemp

domisili.

Kepala Desa/Lurah melakukan Pendaftaran OrasggA
yang telah pindah ke luar negeri sebagaimana dunaada
ayat (2) huruf e dengan cara petugas registrasicanan
dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Reast
Penting, Buku Induk Penduduk, dan Buku Mutasi Pdog&u

Bagian Keempat

Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan

Pasal 45

Pendataan penduduk rentan administrasi kependudulehiputi

klasifikasi :

a.
b.
C.
d.

Penduduk korban bencana alam;
Penduduk korban bencana sosial;
Orang terlantar; dan

Komunitas terpencil.

Pasal ...
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Pasal 46

Pendataan penduduk korban bencana alam dan penduduk
korban bencana sosial sebagaimana dimaksud dalsah4%a
huruf a dan huruf b, dilakukan oleh Instansi Pelales

dengan menyediakan:
a. Formulir pernyataan kehilangan dokumen kependudukan
b. Formulir pendataan;
c. Dokumen kependudukan yang tercatat dalam data

kependudukan Instansi Pelaksana.

Pendataan orang terlantar sebagaimana dimaksudn dala
Pasal 45 huruf c, dilakukan oleh Instansi Pelaksaregan

menyediakan:

a. Formulir  pernyataan tidak memiliki dokumen

kependudukan;
b. Formulir pendataan.
Pendataan komunitas terpencil sebagaimana dimaledach

Pasal 45 huruf d, dilakukan oleh Instansi Pelaksdaragan

menyediakan:

a. Formulir keterangan atau pengakuan dari Kepala

Suku/Adat setempat;

b. Formulir pendataan.

Pendataan penduduk rentan administrasi keplekdn
dilakukan Tim Pendataan yang dibentuk oleh Gubeataw
Bupati/Walikota.

Pasal ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 47 -

Pasal 47

(1) Pendataan penduduk korban bencana alam dan penduduk

(2)

3)

korban bencana sosial sebagaimana dimaksud dalseh 45

ayat (1) dilakukan dengan tata cara:

a.
b.

mendatangi penduduk di tempat penampungan semgntara
mengisikan formulir pendataan untuk ditandatangani

penduduk;

c. melakukan verifikasi dan validasi;

mencatat dan merekam data penduduk untuk disanmpaika
ke Instansi Pelaksana; dan
membantu proses penerbitan Surat Keterangan Pdanggan

Tanda ldentitas dan Surat Keterangan Pencatatdn Sip

Pendataan orang terlantar sebagaimana dimaksudn dala

Pasal 46 ayat (2), dilakukan dengan tata cara:

a.
b.

C.

membuat data lokasi orang terlantar;

mendatangi orang terlantar;

mengisikan formulir pendataan untuk ditandatangani
penduduk;

melakukan verifikasi dan validasi;

mencatat dan merekam data penduduk untuk disanmpaika
ke Instansi Pelaksana; dan

membantu proses penerbitan Surat Keterangan Orang

Terlantar.

Pendataan komunitas terpencil sebagaimana dudatalam

Pasal 46 ayat (3), dilakukan dengan tata cara:

a. mendatangi lokasi komunitas terpencil;

b. mengisikan ...
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b. mengisikan formulir pendataan untuk ditandatangani
penduduk;

c. melakukan verifikasi dan validasi;

d. mencatat dan merekam data penduduk untuk disanmpaika
ke Instansi Pelaksana; dan

e. membantu proses penerbitan Surat Keterangan Tanda
Komunitas.

Kepala Instansi Pelaksana menerbitkan dan menargiata

Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas dant Sura

Keterangan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksdd pa

ayat (1) huruf e, Surat Keterangan Orang Terlantar

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dant Sura

Keterangan Tanda Komunitas sebagaimana dimaksua pad

ayat (3) huruf e.

Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

menjadi dasar bagi Kepala Instansi Pelaksana mitkearb

dokumen  kependudukan sesuai dengan peraturan

perundangan-undangan.

Bagian Kelima

Pelaporan Penduduk Yang Tidak Mampu Melaporkan iBend

1)

(2)

Pasal 48
Penduduk yang tidak mampu melakukan pelaporan sendi
dalam pendaftaran penduduk dapat dibantu oleh nsista
Pelaksana atau meminta bantuan kepada orang lain.
Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
penduduk yang tidak mampu karena faktor umur, sak@s,

cacat fisik atau cacat mental.

(3) Orang ...
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(3) Orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ladala

keluarganya atau orang yang diberi kuasa.

Pasal 49
Pelaporan penduduk yang tidak mampu sebagaimanaksiit
dalam Pasal 48 ayat (1), dilakukan dengan pengisranulir yang

telah ditetapkan.

Bagian Keenam

Formulir dan Buku Pendaftaran Penduduk

Pasal 50
Ketentuan lebih lanjut mengenai Formulir dan Bukangy

digunakan dalam Pendaftaran Penduduk diatur dakatdran

Menteri.

BAB Il
PENCATATAN SIPIL

Bagian Pertama

Pencatatan Kelahiran

Paragraf 1

Pencatatan Kelahiran di Indonesia

Pasal 51
(1) Setiap peristiwa kelahiran dicatatkan pada InstBetaksana
di tempat terjadinya kelahiran.
(2) Pencatatan peristiwa kelahiran sebagaimana dimajgadd
ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan:

a. tempat ...



1)

(2)

3)

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 50 -

tempat domisili ibunya bagi penduduk Warga Negara
Indonesia;
di luar tempat domisili ibunya bagi penduduk Warga

Negara Indonesia;

c. tempat domisili ibunya bagi penduduk Orang Asing;

di luar tempat domisili ibunya bagi penduduk Orang
Asing;

Orang Asing pemegang lzin Kunjungan; dan

anak yang tidak diketahui asal usulnya atau leelzem

orang tuanya.

Pasal 52

Pencatatan kelahiran penduduk Warga Negaranbsia

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) hudain

huruf b, dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:

a.

b
c
d.
e

Surat kelahiran dari dokter/bidan/penolong fkieden;

. hama dan identitas saksi kelahiran;

KK orang tua;
KTP orang tua; dan
Kutipan Akta Nikah/Akta Perkawinan orang tua.

Dalam hal pelaporan kelahiran tidak disertatigan akta

nikah/akta perkawinan orang tua sebagaimana dindgbsda

ayat (1) huruf e, pencatatan kelahiran tetap daaikan.

Pencatatan kelahiran Orang Asing sebagaimamakdud

dalam Pasal 51 ayat (2) huruf ¢, huruf d dan hwuf

dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:

a. Surat ...
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a. Surat kelahiran dari dokter/bidan/penolong kieda
b. Kutipan Akta Nikah/Akta Perkawinan orang tua;

c. KK dan KTP orang tua bagi pemegang Izin Tinggal
Tetap;
d. Surat Keterangan Tempat Tinggal orang tua bagi

pemegang Izin Tinggal Terbatas; dan/atau
e. Paspor bagi pemegang Izin Kunjungan.

(4) Persyaratan pencatatan kelahiran sebagaimamakslud
dalam Pasal 51 ayat (2) huruf f, dengan melampiarita

Acara Pemeriksaan dari Kepolisian.

Pasal 53
Pencatatan kelahiran Penduduk Warga Negara Indonesi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) Audifakukan

dengan tata cara:

a. Penduduk Warga Negara Indonesia mengisi FormulmatSu
Keterangan Kelahiran dengan menunjukan persyaratan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) k&®dgas
Registrasi di kantor desa/kelurahan.

b. Formulir Surat Keterangan Kelahiran sebagaimanaakisond
pada huruf a ditandatangani oleh pemohon dan diketaeh
Kepala Desa/Lurah.

c. Kepala Desa/Lurah berkewajiban meneruskan Forn3unat
Keterangan Kelahiran kepada UPTD Instansi Pelaksatizk
diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran.

d. Dalam ...
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Dalam hal UPTD Instansi Pelaksana tidak ada, Kepala
Desa/Lurah menyampaikan ke kecamatan untuk merasrusk
Formulir Surat Keterangan Kelahiran kepada InstBekksana.
Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksam&UP
Instansi Pelaksana mencatat dalam Register Aktahiah
dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran dan menyadkama

kepada Kepala Desa/Lurah atau kepada pemohon.

Pasal 54

Pencatatan kelahiran Penduduk Warga Negara Indonesi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) hudifakukan

dengan tata cara:

a.

Penduduk Warga Negara Indonesia mengisi FormulmatSu
Keterangan Kelahiran dengan menyerahkan surat ikatah
dari dokter/bidan/penolong kelahiran dan menunjokkad P
ibu atau bapaknya kepada Instansi Pelaksana.

Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksanscata
dalam Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kartig\kta

Kelahiran.

Pasal 55

Pencatatan kelahiran Penduduk Orang Asing sebagaima

dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf ¢ dan hdirdfilakukan

dengan tata cara:

a.

Penduduk Orang Asing mengisi Formulir Surat Ketgaan
Kelahiran dengan menyerahkan persyaratan sebagaiman
dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3) kepada Instatsk$zma.

b. Pejabat ...
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b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksanaatad
dalam Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kartig\kta

Kelahiran.

Pasal 56

Pencatatan kelahiran Orang Asing sebagaimana didadslam

Pasal 51 ayat (2) huruf e, dilakukan dengan tat& ca

a. Orang Asing mengisi Formulir Surat Keterangan Kiedh
dengan menyerahkan persyaratan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 52 ayat (3) huruf a dan huruf e kepastansi
Pelaksana.

b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksaneatad
dalam Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kartig\kta

Kelahiran.

Pasal 57

(1) Dalam hal terjadi peristiwa kelahiran Orang Asirmgng tidak
termasuk dalam lingkup kelahiran sebagaimana diothks
dalam Pasal 51 ayat (2) dalam wilayah Negara Kasatu
Republik Indonesia dapat diberikan surat keterarigawla
lahir oleh pejabat/petugas di tempat kelahiran.

(2) Pejabat/petugas sebagaimana dimaksud pada ayadélah
Kepala/dokter/bidan pada Kklinik tempat kelahirartaua
Kepala Bandar Udara atau Pelabuhan, Nakhoda Kapal

berbendera Indonesia, Pilot Pesawat Terbang Indones

Pasal 58
Pencatatan kelahiran anak yang tidak diketahui esalhya atau
keberadaan orang tuanya sebagaimana dimaksud daaah 51
ayat (2) huruf f, dilakukan dengan tata cara:

a. Pelapor/ ...
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a. Pelapor/pemohon mengisi formulir surat keterangalahiran
dengan menyertakan Berita Acara Pemeriksaan Keégolis
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (4) képstdasi
Pelaksana.

b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksanaatad
dalam Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kartig\kta

Kelahiran.

Paragraf 2
Pencatatan Kelahiran di Luar Wilayah

Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 59

(1) Kelahiran Warga Negara Indonesia di luar wilayalg&ta
Kesatuan Republik Indonesia dicatatkan pada inistarsy
berwenang di negara setempat.

(2) Kelahiran Warga Negara Indonesia yang telah dicatat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkandeepa
Perwakilan Republik Indonesia dengan memenuhi gyara
a. bukti pencatatan kelahiran dari negara setempat
b. fotokopi Paspor Republik Indonesia orang tua; da
c. Kutipan Akta Perkawinan/Buku Nikah atau buktitalis

perkawinan orang tua.

(3) Pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud qgata(2),
dilakukan dengan tata cara:

a. Warga Negara Indonesia mengisi Formulir Pelaporan
Kelahiran dengan menyerahkan dan/atau menunjukkan
persyaratan kepada Pejabat Konsuler.

b. Pejabat ...
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Pejabat Konsuler mencatat laporan kelahiran Warga
Negara Indonesia dalam Daftar Kelahiran Warga Negar
Indonesia dan memberikan surat bukti pencatatan

kelahiran dari negara setempat.

Pasal 60

(1) Dalam hal negara setempat tidak menyelenggarakan

(2)

3)

pencatatan kelahiran bagi orang asing, pencatatkahikan

Warga Negara Indonesia dilakukan pada Perwakilan

Republik Indonesia.

Pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada(B3yat

dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:

a.
b.

C.

Surat Keterangan Lahir dari penolong kelahiran;
fotokopi Paspor Republik Indonesia orang atau

Kutipan Akta Perkawinan/Buku Nikah atau bukdtitalis

perkawinan orangtua.

Pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud agata(1),

dilakukan dengan tata cara:

a.

Warga Negara Indonesia mengisi Formulir Pencatatan
Kelahiran dengan menyerahkan dan/atau menunjukkan
persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)l&epa
Pejabat Konsuler.

Pejabat Konsuler mencatat dalam Register Aktal{i@an

dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.

Pasal ...
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Pasal 61

(1) Perwakilan Republik Indonesia berkewajiban menyakapa
data kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasaly&i9
(3) dan Pasal 60 ayat (3) kepada Instansi Pelakseteui
departemen vyang bidang tugasnya meliputi urusan

pemerintahan dalam negeri.

(2) Instansi Pelaksana yang menerima data kelahiran
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencatat dakaner

ke dalam database kependudukan.

Pasal 62
Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dedasal B9
dan Pasal 60 setelah kembali ke Indonesia melaggada Instansi
Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksahhatempat domisili
dengan membawa bukti pelaporan/pencatatan kelalmanluar

negeri.

Paragraf 3

Pencatatan Kelahiran di atas Kapal Laut atau PésEsvbang

Pasal 63

(1) Kelahiran anak Warga Negara Indonesia di aapaldaut atau
pesawat terbang di dalam atau di luar wilayah Negar
Kesatuan Republik Indonesia diberikan Surat Ketman
Kelahiran oleh Nakhoda Kapal Laut atau Kapten Pataw

Terbang.

(2) Persyaratan ...
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(2) Persyaratan dan tata cara pencatatan kelabaagaimana
dimaksud pada ayat (1), yang terjadi di dalam vailay
Indonesia berlaku ketentuan mengenai pencatataahikah
di luar tempat domisili sebagaimana dimaksud daRasal
54.

(3) Persyaratan dan tata cara pencatatan kelababagaimana
dimaksud pada ayat (1), yang terjadi di luar witajéegara
Kesatuan Republik Indonesia berlaku ketentuan nreaige
pencatatan kelahiran di luar wilayah Negara Kesatua
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam P&sal
Pasal 60, Pasal 61, dan Pasal 62.

Paragraf 4

Pencatatan Kelahiran yang Melampaui Batas Waktu

Pasal 64

(1) Pencatatan pelaporan kelahiran yang melampaui betkisi
60 (enam puluh) hari sampai dengan 1 (satu) talejak s
tanggal kelahiran, dilakukan sesuai dengan ketantua
mengenai persyaratan pencatatan kelahiran sebagaima
dimaksud dalam Pasal 52 setelah mendapatkan pgeesetu

Kepala Instansi Pelaksana.

(2) Tata cara pencatatan pelaporan kelahiran sebagaiman
dimaksud pada ayat (1) berlaku ketentuan mengateacara
pencatatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal %8,54as
Pasal 55, dan Pasal 56.

Pasal ...
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Pasal 65
Pencatatan pelaporan kelahiran yang melampaui betkisi
1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, dilakukasuai
dengan ketentuan mengenai persyaratan pencatdédnir&e
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 setelah mékaiapa
penetapan Pengadilan Negeri.
Tata cara pencatatan pelaporan kelahiran sebagaiman
dimaksud pada ayat (1) berlaku ketentuan mengateacara
pencatatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal %8,54as
Pasal 55, dan Pasal 56.

Paragraf 5

Pencatatan Lahir Mati

Pasal 66

Pencatatan pelaporan lahir mati, dilakukan dengamenuhi
syarat:
a. Surat pengantar RT dan RW; dan
b. keterangan lahir mati dari dokter/bidan/penolong

kelahiran.
Berdasarkan pencatatan pelaporan lahir mati seibagai
dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa/Lurah menerbitiean
menandatangani Surat Keterangan Lahir Mati atasanam
Kepala Instansi Pelaksana.
Kepala Desa/Lurah berkewajiban mengirim Surat kaetgan
Lahir Mati kepada Petugas perekaman data kependadiik

kecamatan.

(4) Pencatatan ...
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(4) Pencatatan pelaporan lahir mati Orang Asing dilaku&leh

Instansi Pelaksana.

Bagian Kedua

Pencatatan Perkawinan

Paragraf 1
Perkawinan di Wilayah Negara Kesatuan Republik hedoa

Pasal 67
(1) Pencatatan perkawinan dilakukan di Instansi Pefaksdau
UPTD Instansi Pelaksana tempat terjadinya perkawina
(2) Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud patlélaya
dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:

a. Surat keterangan telah terjadinya perkawinan darnyka
agama/pendeta atau surat perkawinan Penghayat
Kepercayaan yang ditanda tangani oleh Pemuka
Penghayat Kepercayaan;

b. KTP suami dan isteri;

c. Pas foto suami dan isteri;

d. Kutipan Akta Kelahiran suami dan isteri;

e. Paspor bagi suami atau isteri Orang Asing.

(3) Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud patélaya
dilakukan dengan tata cara:

a. Pasangan suami dan isteri mengisi formulir penaatat
perkawinan pada UPTD Instansi Pelaksana atau pada
Instansi Pelaksana dengan melampirkan persyaratan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2);

b. Pejabat ...
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b. Pejabat Pencatatan Sipil pada UPTD Instansi Pelakatau
Instansi Pelaksana mencatat pada Register AktaaRerén

dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan;

c. Kutipan Akta Perkawinan sebagaimana dimaksud pada# b

diberikan kepada masing-masing suami dan isteri;

d. Suami atau istri berkewajiban melaporkan hasil pttan
perkawinan kepada Instansi Pelaksana atau UPTDnsist

Pelaksana tempat domisilinya.

Pasal 68

(1) Data hasil pencatatan KUAKec atas peristiwa perkaw;
disampaikan kepada Instansi Pelaksana untuk direkam

dalam database kependudukan.

(2) Data hasil pencatatan KUAKec sebagaimana dimakadd p
ayat (1), tidak dimaksudkan untuk penerbitan Kkurtipékta

perkawinan.

Pasal 69

(1) Pencatatan perkawinan berdasarkan penetapan plamgadi
dilakukan di Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi

Pelaksana.

(2) Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud patlélaya

dilakukan dengan cara menunjukkan penetapan pdagadi

Paragraf ...
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Paragraf 2
Pencatatan Perkawinan di Luar Wilayah

Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 70

(1) Pencatatan perkawinan bagi Warga Negara Indonesird
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilakytada

instansi yang berwenang di negara setempat.

(2) Perkawinan Warga Negara Indonesia yang telah dkeata
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkandeepa
Perwakilan Republik Indonesia dengan memenuhi syara
berupa fotokopi:

a. bukti pencatatan perkawinan/akta perkawinan regara
setempat;
b. Paspor Republik Indonesia; dan/atau

c. KTP suami dan isteri bagi penduduk Indonesia.

(3) Pelaporan perkawinan sebagaimana dimaksud gzda(2),
dilakukan dengan tata cara :

a. Warga Negara Indonesia mengisi Formulir Pelaporan
Perkawinan dengan menyerahkan persyaratan kepada
Pejabat Konsuler.

b. Pejabat Konsuler mencatat pelaporan perkawinan &Varg
Negara Indonesia dalam Daftar Perkawinan Warga
Negara Indonesia dan memberikan surat bukti petacata

perkawinan dari negara setempat.

Pasal ...
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Pasal 71
Dalam hal negara setempat tidak menyelenggarak
pencatatan perkawinan bagi orang asing, pencatatan

dilakukan olerPerwakilan Republik Indonesia.

Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksudgyadg1)

dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:

a. Surat Keterangan tentang terjadinya perkawinaegara
setempat;

b. Pas photo suami dan isteri;

c. fotokopi Paspor Republik Indonesia; dan

d. fotokopi KTP suami dan isteri bagi pendudukamneissia.

Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksudayadgl),

dilakukan dengan tata cara:

a. Warga Negara Indonesia mengisi Formulir Petarata
Perkawinan dengan menyerahkan dan/atau menunjukkan
persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)l&kepa
Pejabat Konsuler.

b. Pejabat Konsuler mencatat dalam Register Akta

Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan.

Pasal 72
Perwakilan Republik Indonesia berkewajiban menyakapa
data perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Passlat0
(3) dan Pasal 71 ayat (3) kepada Instansi Pelaksetelui
departemen yang bidang tugasnya meliputi urusan

pemerintahan dalam negeri.

(2) Instansi ...
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(2) Instansi Pelaksana yang menerima data perkawinan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencatat dakaner

ke dalam database kependudukan.

Pasal 73

Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dadaal PO
dan Pasal 71 setelah kembali di Indonesia melagada Instansi
Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksahhatempat domisili
dengan membawa bukti pelaporan/pencatatan perkavdniuar

negeri dan Kutipan Akta Perkawinan.

Paragraf 3

Pencatatan Pembatalan Perkawinan

Pasal 74

(1) Pencatatan pembatalan perkawinan dilakukan di riasta
Pelaksana atau di UPTD Instansi Pelaksana temyediteya

pembatalan perkawinan.

(2) Pencatatan pembatalan perkawinan sebagaimana didhaks
pada ayat (1), dilakukan dengan menyerahkan salinan
putusan pengadilan mengenai pembatalan perkawiaag y
telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan Kutipata Ak

Perkawinan.

(3) Pencatatan ...
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(3) Pencatatan pembatalan perkawinan sebagaimana didhaks

(4)

()

pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara:

a.

pasangan suami dan isteri yang perkawinannya
dibatalkan, mengisi Formulir Pencatatan Pembatalan
Perkawinan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Bistan

Pelaksana dengan melampirkan persyaratan sebagaiman

dimaksud pada ayat (2);

Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksama at
UPTD Instansi Pelaksana mencabut Kutipan Akta
Perkawinan dan memberikan catatan pinggir pada
Register Akta Perkawinanserta menerbitkan Surat

Keterangan Pembatalan Perkawinan;

Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana
sebagaimana dimaksud pada huruf b memberitahukan
kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Relaks

tempat pencatatan peristiwa perkawinan.

Panitera Pengadilan mengirimkan salinan putpssmgadilan

mengenai pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) kepada Instansi Pelaksana atau URSiBnki

Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan.

Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mencatat daakaner

dalam database kependudukan.

Bagian ...
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Bagian Ketiga

Pencatatan Perceraian

Paragraf 1
Pencatatan Perceraian di Wilayah Negara Kesatuan

Republik Indonesia

Pasal 75

(1) Pencatatan perceraian dilakukan di Instansi Pelaksdau

UPTD Instansi Pelaksana tempat terjadinya peraeraia

(2) Pencatatan perceraian sebagaimana dimaksud padélgya
dilakukan dengan menyerahkan salinan putusan péagad
yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap darnp&uiti

Akta Perkawinan.

(3) Pencatatan perceraian sebagaimana dimaksud padélgya
dilakukan dengan tata cara:

a. pasangan suami dan isteri yang bercerai mengisntHor
Pencatatan Perceraian pada Instansi Pelaksangadau
UPTD Instansi Pelaksana dengan melampirkan salinan
putusan pengadilan dan Kutipan Akta Perkawinan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2);

b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksama at
UPTD Instansi Pelaksana mencatat pada Register Akta
Perceraian, memberikan catatan pinggir pada Registe
Akta Perkawinardan mencabut Kutipan Akta Perkawinan

serta menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

c. Kutipan ...
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c. Kutipan Akta Perceraian sebagaimana dimaksud pada
huruf b diberikan kepada masing-masing suami ki is

yang bercerai;

d. Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana
sebagaimana dimaksud pada huruf b berkewajiban
memberitahukan hasil pencatatan perceraian kepada
Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksangatem

pencatatan peristiwa perkawinan.

Panitera Pengadilan sebagaimana dimaksud pyaia (2)
berkewajiban mengirimkan salinan putusan pengadilan
mengenai perceraian kepada Instansi PelaksanalUfab

Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwvawerén.

Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mencatat daakaner

dalam database kependudukan.

Pasal 76

Data hasil pencatatan KUAKec atas peristiwa peraera
yang telah mendapatkan penetapan Pengadilan Agama
disampaikan kepada Instansi Pelaksana atau UPT@nkis

Pelaksana untuk direkam ke dalam database kepekatudu

Data hasil pencatatan KUAKec sebagaimana dimakadd p
ayat (1), tidak dimaksudkan untuk penerbitan Kkurtigdkta

perceraian.

Paragraf ...
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Paragraf 2

Pencatatan Perceraian di Luar Wilayah Negara Kasatu

Republik Indonesia

Pasal 77

(1) Pencatatan perceraian bagi Warga Negara lsdome luar
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilakykada

instansi yang berwenang di negara setempat.

(2) Perceraian Warga Negara Indonesia yang teledtadkan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkandeepa
Perwakilan Republik Indonesia dengan memenuhi syara
berupa:

a. Bukti pencatatan perceraian dari negara setempa
b. Akta Perkawinan; dan
c. Fotokopi Paspor Republik Indonesia.
(3) Pelaporan perceraian sebagaimana dimaksud gpata(2),
dilakukan dengan tata cara:

a. Warga Negara Indonesia mengisi Formulir Pelaporan
Perceraian dengan menyerahkan persyaratan kepada
Pejabat Konsuler;

b. Pejabat Konsuler mencatat pelaporan perceraian aVarg
Negara Indonesia dalam Daftar Perceraian Wargardega
Indonesia dan memberikan surat bukti pencatatan

perceraian dari negara setempat;

c. Pejabat ...
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Pejabat Konsuler mengirimkan data perceraian Warga
Negara Indonesia kepada Instansi Pelaksana di atilay
tempat domisili yang bersangkutan melalui departeme
yang bidang tugasnya meliputi urusan pemerintahan
dalam negeri;

Instansi Pelaksana yang menerima data perceraian
sebagaimana dimaksud dalam huruf ¢ mencatat dan

merekam ke dalam database kependudukan.

Pasal 78

(1) Dalam hal negara setempat tidak menyelenggarakan

(2)

(3)

pencatatan perceraian bagi orang asing, pencatdédukan

pada Perwakilan Republik Indonesia.

Pencatatan perceraian sebagaimana dimaksudgyadg1)

dilakukan dengan memenuhi syarat berupa :

a.

b.

C.

Surat Keterangan tentang terjadinya perceraiaregara
setempat;
fotokopi Paspor Republik Indonesia; dan

Kutipan Akta Perkawinan.

Pencatatan perceraian sebagaimana dimaksudayatiql),

dilakukan dengan tata cara:

a.

Warga Negara Indonesia mengisi Formulir Pencatatan
Perceraian dengan menyerahkan persyaratan sebagaima
dimaksud pada ayat (2) kepada Pejabat Konsuler;
Pejabat Konsuler mencatat pada Register Akta Reater
memberikan catatan pinggir dan mencabut KutiparaAkt

Perkawinan serta menerbitkan Kutipan Akta Perceraia

c. Pejabat ...
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c. Pejabat Konsuler mengirimkan data perceraian Warga
Negara Indonesia kepada Instansi Pelaksana di atilay
tempat domisili yang bersangkutan melalui departeme
yang bidang tugasnya meliputi urusan pemerintahan
dalam negeri;

d. Instansi Pelaksana yang menerima data perceraian

mencatat dan merekam ke dalam database kependudukan

Pasal 79

Penduduk Warga Negara Indonesia sebagaimana dichakdam

Pasal 77 dan Pasal 78 setelah kembali di Indomaslapor ke

Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksanaerdpat

domisili dengan membawa bukti pelaporan/pencatp&neraian

di luar negeri.

1)

(2)

Paragraf 3

Pencatatan Pembatalan Perceraian

Pasal 80
Pencatatan pembatalan perceraian dilakukan nditamsi
Pelaksana atau di UPTD Instansi Pelaksana tempediteya
pembatalan perceraian.
Pencatatan pembatalan perceraian sebagaimanaksiid
pada ayat (1), dilakukan dengan menyerahkan salinan
putusan pengadilan mengenai pembatalan perceraag y
telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan Kutipkia A

Perceraian.

(3) Pencatatan ...
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Pencatatan pembatalan perceraian sebagaimanaksiid

pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara:

a. pasangan suami dan isteri yang perceraiantgatkan,
mengisi Formulir Pencatatan Pembatalan Perceraida p
Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksangaden
melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2);

b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksama at
UPTD Instansi Pelaksana memberikan catatan pirniggir
mencabut Kutipan Akta Perceraian, serta menerbitkan

Surat Keterangan Pembatalan Perceraian;

c. Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana
sebagaimana dimaksud pada huruf b memberitahukan
kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Ralaks

tempat pencatatan peristiwa perceraian.

Panitera Pengadilan mengirimkan salinan puatpsagadilan
mengenai pembatalan perceraian sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) kepada Instansi Pelaksana atau UR3tBnki

Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perceraian.

Instansi  Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mencatat dakaner

dalam database kependudukan.

Bagian ...
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Bagian Keempat

Pencatatan Kematian

Paragraf 1
Pencatatan Kematian di Wilayah Negara Kesatuan

Republik Indonesia

Pasal 81

(1) Pencatatan kematian dilakukan pada Instariakf®ana atau

UPTD Instansi Pelaksana di tempat terjadinya kemati

(2) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud ggata(1)
dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:
a. Surat Pengantar dari RT dan RW untuk mendapatka
Surat Keterangan Kepala Desa/Lurah; dan/atau

b. Keterangan kematian dari dokter/paramedis.

(3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud ggda(l),
dilakukan dengan tata cara:

a. Pelapor mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporan
Kematian dengan melampirkan persyaratan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) kepada Petugas registrasi di
kantor desa/kelurahan untuk diteruskan kepada risista
Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana;

b. Kepala Desa/Lurah menerbitkan Surat Keterangan
Kematian dan disampaikan kepada yang bersangkutan

untuk digunakan seperlunya;

c. Pejabat ...
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Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksama at
UPTD Instansi Pelaksana mencatat pada Register Akta
Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;
Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana
sebagaimana dimaksud pada huruf ¢ memberitahukan
data hasil pencatatan kematian kepada Instanscd2eia
atau UPTD Instansi Pelaksana tempat domisili yang
bersangkutan;

Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksangatem
domisili sebagaimana dimaksud pada huruf d mencatat

dan merekam dalam database kependudukan.

Pasal 82

(1) Pencatatan kematian bagi Orang Asing dilakukeada

(2)

Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksamengat

terjadinya kematian.

Pencatatan kematian bagi Orang Asing sebagama

dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenwdraty

berupa:

a.
b.

Keterangan kematian dari dokter/paramedis;

fotokopi KK dan KTP, bagi Orang Asing yang memiliki
Izin Tinggal Tetap;

fotokopi Surat Keterangan Tempat Tinggal, bagi Qran
Asing yang memiliki 1zin Tinggal Terbatas; atau

fotokopi Paspor, bagi Orang Asing yang memilikinlzi

Kunjungan.

(3) Pencatatan ...
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(3) Pencatatan kematian bagi Orang Asing sebagama

1)

(2)

dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:

a.

Pelapor mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporan
Kematian dengan melampirkan persyaratan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), kepada Instansi Pelaks@na a

UPTD Instansi Pelaksana;

Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksama at
UPTD Instansi Pelaksana mencatat pada Register Akta

Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;

Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana
sebagaimana dimaksud pada huruf b memberitahukan
data hasil pencatatan kematian kepada Instangkd2eia

atau UPTD Instansi Pelaksana tempat domisili yang

bersangkutan;

Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana
sebagaimana dimaksud pada huruf ¢ mencatat dan

merekam dalam database kependudukan tempat domisili

Pasal 83

Pencatatan pelaporan kematian seseorang yang lalang

mati yang tidak ditemukan jenazahnya dan/atau tidé&s

identitasnya dicatat pada Instansi Pelaksana atRdDU

Instansi Pelaksana di tempat tinggal pelapor.

Pencatatan pelaporan kematian sebagaimana dimaksiad

ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:

a. KK; ...
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a. KK;
b. Surat Keterangan Catatan Kepolisian; dan

c. salinan penetapan pengadilan mengenai kemg#ag

hilang atau tidak diketahui jenazahnya.

Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada1gyat

dilakukan dengan tata cara :

a. Pelapor mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporan
Kematian dengan melampirkan persyaratan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), kepada Instansi Pelaks@na a
UPTD Instansi Pelaksana;

b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksama at
UPTD Instansi Pelaksana mencatat pada Register Akta
Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;

c. Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana

mencatat dan merekam dalam database kependudukan.

Dalam hal pelaporan kematian seseorang yang ditmuk
jenazahnya tetapi tidak diketahui identitasnya tdicaleh
Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksamengat

diketemukan jenazahnya.

Pencatatan pelaporan kematian sebagaimana dimaksizd
ayat (4), dilakukan oleh Instansi Pelaksana ataurJP
Instansi Pelaksana berdasarkan Surat KeterangaataGat

Kepolisian.

Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana

menerbitkan Surat Keterangan Kematian.

Paragraf ...



(1)

(2)

3)

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 75 -

Paragraf 2

Pencatatan Kematian di Luar Wilayah

Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 84

Kematian Warga Negara Indonesia di luar Wilayah avag
Kesatuan Republik Indonesia dicatatkan pada instzarsg

berwenang di negara setempat.

Kematian Warga Negara Indonesia yang telah dicatatk
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan dikepa
Perwakilan Republik Indonesia dengan memenuhi syara

berupa:

a. Surat Keterangan Kematian dari negara setempat;

b. fotokopi Paspor Republik Indonesia; dan/atau

c. identitas lainnya.

Pelaporan kematian sebagaimana dimaksud paala ()
dilakukan dengan tata cara:

a. Pelapor mengisi Formulir Pelaporan Kematian dengan

menyerahkan persyaratan kepada Pejabat Konsuler;

b. Pejabat Konsuler mencatat pelaporan kematian Warga
Negara Indonesia dalam Daftar Kematian Warga Negara
Indonesia dan memberikan surat bukti pencatatan
kematian atau Surat Keterangan Kematian dari negara

setempat;

c. Pejabat ...
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c. Pejabat Konsuler mengirimkan data kematian Warga
Negara Indonesia kepada Instansi Pelaksana di tempa
domisili yang bersangkutan melalui departemen yang
bidang tugasnya meliputi urusan pemerintahan dalam
negeri;

d. Instansi Pelaksana yang menerima data kematian

mencatat dan merekam dalam database kependudukan.

Pasal 85
Dalam hal negara setempat tidak menyelenggarakan
pencatatan kematian bagi Warga Negara Indonesia,

pencatatan dilakukan pada Perwakilan Republik ladian
Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada(®
dilakukan dengan memenuhi syarat berupa :

a. Surat Keterangan tentang terjadinya kematian danah

sakit di negara setempat;
b. Paspor Republik Indonesia; atau
c. identitas lainnya.
Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud peada(13,
dilakukan dengan tata cara:

a. Pelapor mengisi Formulir Pencatatan Kematian dengan
menyerahkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) kepada Pejabat Konsuler;

b. Pejabat Konsuler mencatat dalam Register Akta Kiamat

dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;

c. Pejabat ...
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c. Pejabat Konsuler mengirimkan data kematian Warga

Negara Indonesia kepada Instansi Pelaksana di atilay
tempat domisili yang bersangkutan melalui departeme
yang bidang tugasnya meliputi urusan pemerintahan

dalam negeri;

. Instansi Pelaksana di wilayah tempat domisili

sebagaimana dimaksud pada huruf ¢ mencatat dan

merekam dalam database kependudukan.

Pasal 86

(1) Pencatatan pelaporan kematian seseorang yang lalang

(2)

3)

mati yang tidak ditemukan jenazahnya dan/atau tjgéds
identitasnya dicatat di Perwakilan Republik Indoaedi
negara setempat atau yang terdekat.

Pencatatan pelaporan kematian sebagaimana dimaksizd
ayat (1) dengan menyerahkan surat keterangan kepoli
atau instansi lain yang berwenang sesuai peratoegara
setempat.

Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada13yat
dilakukan dengan tata cara :

a. Pelapor mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporan

Kematian dengan melampirkan persyaratan sebagaimana

dimaksud pada ayat (2), kepada Pejabat Konsuler;

. Pejabat Konsuler mencatat dalam Register Akta Kiamat

dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;

. Pejabat Konsuler mengirimkan data kematian kepada

Instansi Pelaksana melalui Departemen Dalam Negeri.

Bagian ...
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Bagian Kelima

Pencatatan Pengangkatan Anak, Pengakuan Anak

dan Pengesahan Anak

Paragraf 1

Pencatatan Pengangkatan Anak di Wilayah

Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 87

(1) Pencatatan pelaporan pengangkatan anak dilakukda pa

Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana@ yan

menerbitkan Akta Kelahiran.

(2) Pencatatan pengangkatan anak sebagaimanastichplada

ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat beruja&kdpi:

a.
b.
C.
d.

penetapan pengadilan tentang pengangkatan anak;
Kutipan Akta Kelahiran;

KTP pemohon;

KK pemohon.

(3) Pencatatan pengangkatan anak sebagaimanastichplada

ayat (1), dilakukan dengan tata cara:

a. pemohon mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporan

Pengangkatan Anak dengan melampirkan persyaratan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Instansi
Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana;

Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana

mencatat dan merekam ke dalam database kependudukan

c. Pejabat ...
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c. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksama at
UPTD Instansi Pelaksana memberikan catatan pinggir

pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta

Kelahiran Anak.

Paragraf 2

Pencatatan Pengangkatan Anak Warga Negara Asing

oleh Warga Negara Indonesia di Luar Wilayah

1)

(2)

3)

Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 88

Pencatatan pengangkatan anak Warga Negaray Adah

Warga Negara Indonesia di luar wilayah Negara Kesat

Republik Indonesia dilakukan pada instansi yangvbaang

di negara setempat.

Pencatatan pengangkatan anak sebagaimanastichalada

ayat (1), dilaporkan kepada Perwakilan Republikomasia

dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:

a. Surat Keterangan Pengangkatan Anak sesuaitlkaten
yang berlaku dari negara setempat;

b. Kutipan Akta Kelahiran Anak Warga Negara Asidgn

c. fotokopi Paspor dan/atau identitas lain orarggangkat.

Pencatatan pelaporan pengangkatan anak seizagai

dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan tata cara:

a. Orang tua angkat mengisi dan menyerahkan Formulir
Pelaporan Pengangkatan Anak Warga Negara Asing
kepada Pejabat Konsuler dengan melampirkan
persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2);

b. Pejabat ...
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b. Pejabat Konsuler mencatat peristiwa pengangkatak an
Warga Negara Asing dalam Daftar Pengangkatan Anak
dan menerbitkan Surat Keterangan Pengangkatan Anak;

c. Pejabat Konsuler menyampaikan pelaporan peristiwa
pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada huruf b
kepada Instansi Pelaksana melalui departemen yang
bidang tugasnya meliputi urusan pemerintahan dalam

negeri.

Pasal 89

Dalam hal negara setempat tidak menyelenggarakan
pencatatan pengangkatan anak Warga Negara Asing ole
Warga Negara Indonesia, pencatatan dilakukan pada

Perwakilan Republik Indonesia.

Pencatatan pengangkatan anak di Perwakilan Republik
Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) daaku
dengan memenuhi syarat berupa:

a. Kutipan Akta Kelahiran;

b. Penetapan pengadilan dari negara setempat; dan

c. Paspor Warga Negara Indonesia atau identitas lainny

Pencatatan pengangkatan anak di PerwakilanuldRkp

Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1),uédak

dengan tata cara :

a. orang tua angkat mengisi dan menyerahkan Formulir
Pengangkatan Anak Warga Negara Asing oleh Warga

Negara Indonesia kepada Pejabat Konsuler;

b. Pejabat ...
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b. Pejabat Konsuler melakukan verifikasi dan mencatat
dalam Daftar Pengangkatan Anak;

c. Pejabat Konsuler menerbitkan Surat Keterangan
Pengangkatan Anak.

Pejabat Konsuler mengirimkan data pengangkaaaak

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Instansi

Pelaksana melalui departemen yang bidang tugaselyauti

urusan pemerintahan dalam negeri.

Pasal 90
Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam $8sal
dan Pasal 89, dilaporkan kepada Instansi Pelaksssa
UPTD Instansi Pelaksana di tempat tinggalnya detela
kembali di Indonesia untuk direkam dalam database
kependudukan.
Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana
mengukuhkan Surat Keterangan Pengangkatan Anak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (3) budaih
Pasal 89 ayat (3) huruf c.

Paragraf 3

Pencatatan Pengakuan Anak

Pasal 91
Pencatatan pelaporan pengakuan anak dilakusada
Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksganag

menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.

(2) Pencatatan ...
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(2) Pencatatan pengakuan anak sebagaimana dimp&dadyat

3)

(1), dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:

a.

Surat Pengantar dari RT/RW dan diketahui Kepala
Desa/Lurah;

Surat Pengakuan Anak dari ayah biologis yangtuiisi

oleh ibu kandung;
Kutipan Akta Kelahiran; dan

fotokopi KK dan KTP ayah biologis dan ibu kandu

Pencatatan pelaporan pengakuan anak sebagaiman

dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:

a.

Pelapor mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporan
Pengakuan Anak dengan melampirkan persyaratan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Instansi

Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana;

Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksama at
UPTD Instansi Pelaksana mencatat dalam Registea Akt
Pengakuan Anak dan menerbitkan Kutipan Akta

Pengakuan Anak;

Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksama at
UPTD Instansi Pelaksana membuat catatan pinggia pad

Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran;

Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana
sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c ruerek

data pengakuan anak dalam database kependudukan.

Pasal ...
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Pasal 92

(1) Pencatatan pelaporan pengesahan anak dilakyleata

(2)

3)

Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksangatem

tinggal pemohon.

Pencatatan pengesahan anak sebagaimana dinpksia

ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:

a.

Surat Pengantar dari RT/RW dan diketahui Kepala
Desa/Lurah;

b. Kutipan Akta Kelahiran;

c. fotokopi Kutipan Akta Perkawinan;
d.

e. fotokopi KTP pemohon.

fotokopi KK; dan

Pencatatan pengesahan anak sebagaimana dinaksia

ayat (1), dilakukan dengan tata cara:

a. pemohon mengisi dan menyerahkan Formulir Pedapor

Pengesahan Anak dengan melampirkan persyaratan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Instansi
Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana;

Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelakstana
UPTD Instansi Pelaksana mencatat pada Register Akta
Perkawinan dan membuat catatan pinggir pada Registe
Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran;

Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana
sebagaimana dimaksud pada huruf b merekam data

pengesahan anak dalam database kependudukan.

Bagian ...
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Bagian Keenam
Pencatatan Perubahan Nama

Pasal 93

(1) Pencatatan pelaporan perubahan nama dilakykaoa

(2)

3)

Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana@ yan

menerbitkan Akta Pencatatan Sipil.

Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimakdadyat

(1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:

a.

salinan penetapan pengadilan negeri tentang peanbah

nama;

b. Kutipan Akta Catatan Sipil;

c. Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin;
d.

e. fotokopi KTP.

fotokopi KK; dan

Pencatatan pelaporan perubahan nama sebagaiman

dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:

a.

pemohon mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporan
Perubahan Nama dengan melampirkan persyaratan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Instansi
Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana;

Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksama at

UPTD Instansi Pelaksana membuat catatan pinggia pad

register akta catatan sipil dan kutipan akta catsitail;

Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana
sebagaimana dimaksud pada huruf b merekam data

perubahan nama dalam database kependudukan.

Bagian ...
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Bagian Ketujuh

Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan

Paragraf 1
Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan

di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

(1)

(2)

3)

Pasal 94

Pencatatan pelaporan perubahan status kevemyg@an dari

Warga Negara Asing menjadi Warga Negara Indonesia
dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instans
Pelaksana di tempat peristiwa perubahan status

kewarganegaraan.

Pencatatan perubahan status kewarganegarbagas@ana

dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenwrasy

berupa:

a. salinan Keputusan Presiden mengenai Perubahans Statu
Kewarganegaraan menjadi Warga Negara Indonesia; ata

b. salinan Keputusan Menteri yang bidang tugasnyapumli

urusan kewarganegaraan;

Kutipan Akta Catatan Sipil;

Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin;

fotokopi KK;

fotokopi KTP; dan

g. fotokopi Paspor.

-~ o 2 o

Pencatatan perubahan status kewarganegarhagasmana

dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:

a. pemohon ...
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a. pemohon mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporan
Perubahan Status Kewarganegaraan dengan melampirkan
persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)l&epa
Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana;

b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksama at
UPTD Instansi Pelaksana membuat catatan pinggia pad
register akta catatan sipil dan kutipan akta catsitail;

c. Pejabat pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi
Pelaksana merekam data perubahan status
kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada huruf b

dalam database kependudukan.

Pasal 95

Dalam hal anak yang berkewarganegaraan ganda paling
lambat 3 (tiga) tahun setelah berusia 18 (delag#asptahun

atau sudah kawin harus menyatakan memilih salabh sat
kewarganegaraannya, dan wajib melapor ke Instansi

Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana.

Waktu pelaporan sebagaimana dimaksud pada aypaljhy
lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanbgeas
waktu yang ditentukan berdasarkan peraturan pengada

undangan untuk memilih berakhir.

Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib
mengembalikan KTP dan menyerahkan KK serta Akta
Catatan Sipil untuk diubah oleh Instansi Pelaksateu

UPTD Instansi Pelaksana.

(4) Pejabat ...
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Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi PelaksanalR®TD
Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir padateeg
akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sigitas
mencabut KTP serta mengeluarkan data anak tersivut

KK.

Pejabat pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi
Pelaksana merekam data perubahan status kewargamega
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam database

kependudukan.

Paragraf 2

Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan

di Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

1)

(2)

Pasal 96

Pencatatan pelaporan perubahan status kevemygiaan dari

Warga Negara Indonesia menjadi Warga Negara Asing d

luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesiakdikan

di Perwakilan Republik Indonesia.

Pencatatan perubahan status kewarganegarhagas@ana

dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenwrasy

berupa:

a. Surat Persetujuan Perubahan Status Kewarganegaraan
Warga Negara Indonesia menjadi Warga Negara Asing
dari negara yang bersangkutan;

b. fotokopi Kutipan Akta Kelahiran;

c. Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin; dan

d. fotokopi Paspor.

(3) Pencatatan ...
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(3) Pencatatan perubahan status kewarganegarbagasmana

dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:

a.

pemohon mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporan
Perubahan Status Kewarganegaraan dengan melampirkan
persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)l&epa

Pejabat Konsuler;

Pejabat Konsuler melakukan verifikasi dan validasi
berkas pelaporan perubahan status kewarganegaaaan d
mencatat dan merekam dalam register perubahan

kewarganegaraan di luar negeri;

Kepala Perwakilan Republik Indonesia menerbitkan da
menandatangani Surat Keterangan Pelepasan

Kewarganegaraan Indonesia;

Pejabat Konsuler mengirim data perubahan status
kewarganegaraan kepada Menteri yang bidang tugasnya
meliputi urusan kewarganegaraan untuk diteruskan
kepada departemen yang bidang tugasnya melipugaaru

pemerintahan dalam negeri;

Departemen yang bidang tugasnya meliputi urusan
pemerintahan dalam negeri meneruskan kepada Instans
Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipd ya
bersangkutan;

Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksaua
UPTD Instansi Pelaksana membuat catatan pinggia pad
Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta

Pencatatan Sipil.

Bagian ...
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Bagian Kedelapan

Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya

Pasal 97

(1) Pencatatan pelaporan peristiwa penting lainnyakakian

(2)

3)

(4)

oleh pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelakstau
UPTD Instansi Pelaksana tempat terjadinya peristigring
lainnya.

Peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud pgda
(1) antara lain perubahan jenis kelamin.

Pencatatan peristiwa penting lainnya sebagaimamnakgiud

pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarapberu

a. penetapan pengadilan mengenai peristiwa penting

lainnya;

b. KTP dan KK yang bersangkutan; dan

c. Akta Pencatatan Sipil yang berkaitan peristiwa ipgnt
lainnya.

Pencatatan peristiwa penting lainnya sebagaantamaksud

pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:

a. pelapor mengisi dan menyerahkan Formulir Pencatatan

Peristiwa Penting Lainnya dengan melampirkan

persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)l&kepa

Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana;

b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksama at

UPTD Instansi Pelaksana melakukan verifikasi dan

validasi berkas pelaporan peristiwa penting lainrdan
mencatat serta merekam dalam register peristiwéngen

lainnya pada database kependudukan;

c. Pejabat ...
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c. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksama at
UPTD Instansi Pelaksana membuat catatan pinggia pad
Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta
Pencatatan Sipil.

Bagian Kesembilan
Pelaporan Penduduk Yang Tidak Mampu Melaporkan i8end

Pasal 98

(1) Penduduk yang tidak mampu melakukan pelapoesmdis
dalam pencatatan sipil dapat dibantu oleh InstBetaksana
atau UPTD Instansi Pelaksaatau meminta bantuan kepada
orang lain.

(2) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (llphada
penduduk yang tidak mampu karena faktor umur, dakds,

cacat fisik atau cacat mental.

(3) Orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat dajala

keluarganya atau orang yang diberi kuasa.

Pasal 99
Pelaporan penduduk yang tidak mampu sebagaimanaksiim
dalam Pasal 98 ayat (1), dilakukan dengan pengisranulir yang
telah ditetapkan.

Bagian ...
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Bagian Kesepuluh

Pembetulan dan Pembatalan Akta Pencatatan Sipll

Paragraf 1

Pencatatan Pembetulan Akta Pencatatan Sipil

1)

(2)

3)

Pasal 100

Pembetulan akta pencatatan sipil dilakukan olehalyz)
Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau URStBnsi
Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipk ba

inisiatif Pejabat Pencatatan Sipil atau dimintdhgdenduduk.

Pembetulan akta pencatatan sipil sebagaimana diughaks
pada ayat (1) karena kesalahan tulis redaksionalbéuum
diserahkan kepada pemegang, dilakukan dengan mengac
pada:

a. dokumen autentik yang menjadi persyaratan penerbita

akta pencatatan sipil;
b. dokumen dimana terdapat kesalahan tulis redaksional
Pembetulan akta pencatatan sipil sebagaimana diugaks
pada ayat (1) karena kesalahan tulis redaksionay yelah

diserahkan kepada pemegang, dilakukan setelah nugmen

syarat berupa:

a. dokumen autentik yang menjadi persyaratan penerbita

akta pencatatan sipil;

b. kutipan akta dimana terdapat kesalahan tulis reotadls

Pasal ...
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Pasal 101

Pembetulan akta pencatatan sipil sebagaimana diutha#alam

Pasal 100 ayat (3), dilakukan oleh Pejabat Peraratipil dengan

tata cara:

a.

mengisi dan menyerahkan formulir pembetulan akieg@tan
sipil dengan melampirkan dokumen dimana terdapsdl&ban
tulis redaksional dan menunjukkan dokumen autegtikg

menjadi persyaratan penerbitan pencatatan sipil;

Pejabat pencatatan sipil membuat akta pencatagainbsiru

untuk menggantikan akta pencatatan sipil dimandapet
kesalahan tulis redaksional, dan menarik serta atencakta
pencatatan sipil lama dari pemohon;

Pejabat pencatatan sipil membuat catatan pinggia pegister
akta pencatatan sipil yang dicabut sebagaimanakgundapada
huruf b mengenai alasan penggantian dan pencalak&n

pencatatan sipil.

Paragraf 2

Pencatatan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil

(1)

(2)

Pasal 102
Pencatatan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil ditakokeh
Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi PelaksanalR®TD
Instansi Pelaksangang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil.
Pencatatan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil sebagai
dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan syarat yadan
putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatkantn

tetap.

(3) Pencatatan ...
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(3) Pencatatan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil sebagai
dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara :
a. membuat catatan pinggir pada Register Akta Peracatat
Sipil;
b. menarik dan mencabut Kutipan Akta Pencatatan Sipil;
dan
c. menerbitkan Akta Pencatatan Sipil sesuai dengantpbr

putusan pengadilan.

Bagian Kesebelas

Formulir dan Buku Pencatatan Sipil

Pasal 103
Ketentuan lebih lanjut mengenai Formulir dan Bukang

digunakan dalam Pencatatan Sipil diatur dalam BenatMenteri.

BAB IV
PENETAPAN DENDA ADMINISTRATIF DAN BIAYA PELAYANAN

Bagian Pertama

Penetapan Denda Administratif

Pasal 104
(1) Pelaporan peristiwa kependudukan yang melampauas bat
waktu dikenai denda administratif sebagaimana telialtur
dalam Undang-Undang.
(2) Denda administratif dikenakan atas keterlambatdappean
mengenai :
a. pindah datang Orang Asing yang memiliki 1zin Tingga
Terbatas dan Izin Tinggal Tetap;
b. pindah ...
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1)

(2)

f.

g.
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pindah datang dari luar negeri bagi penduduk Warga

Negara Indonesia;

pindah datang dari luar negeri bagi Orang Asing;

. perubahan status Orang Asing yang memiliki Izing@ial

Terbatas menjadi I1zin Tinggal Tetap;

pindah ke luar negeri bagi Orang Asing yang meimilik
Izin Tinggal Terbatas atau yang memiliki 1zin Tirgg
Tetap;

penduduk yang melakukan perubahan KK; atau

penduduk yang memperpanjang KTP.

Denda administratif dikenakan pula terhadap:

a.

Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing
yang memiliki 1zin Tinggal Tetap yang bepergianatd
membawa KTP;

Penduduk Orang Asing yang memiliki 1zin Tinggal
Terbatas yang bepergian tidak membawa Surat

Keterangan Tempat Tinggal.

Pasal 105

Pelaporan peristiwa penting yang melampaui batalstuva

dikenai denda administratif sebagaimana diatur ndala

Undang-Undang.

Denda administratif dikenakan atas keterlambatdappean

mengenai :

a. kelahiran di wilayah Negara Kesatuan Republik

b.

Indonesia;
kelahiran di luar wilayah Negara Kesatuan Republik

Indonesia setelah kembali ke Indonesia;

c. kelahiran ...
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. kelahiran Warga Negara Indonesia di atas kapaldtaut

pesawat terbang;

. lahir mati di wilayah Negara Kesatuan Republik

Indonesia;

. perkawinan di wilayah Negara Kesatuan Republik

Indonesia;

perkawinan di luar wilayah Negara Kesatuan Regubl

Indonesia setelah kembali ke Indonesia;

. pembatalan perkawinan di wilayah Negara Kesatuan

Republik Indonesia;

. perceraian di wilayah Negara Kesatuan Republik

Indonesia;

perceraian di luar wilayah Negara Kesatuan Rejpubl

Indonesia setelah kembali ke Indonesia;

pembatalan perceraian di wilayah Negara Kesatuan

Republik Indonesia;

. kematian di wilayah Negara Kesatuan Republik

Indonesia;

kematian di luar wilayah Negara Kesatuan Republik

Indonesia setelah kembali ke Indonesia;

. pengangkatan anak di wilayah Negara Kesatuan Ri&publ

Indonesia;

. pengangkatan anak di luar wilayah Negara Kesatuan

Republik Indonesia setelah kembali ke Indonesia;

0. pengakuan ...
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0. pengakuan anak di wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia;

p. pengesahan anak di wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia;

g. perubahan nama di wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia;

r. perubahan status kewarganegaraan di wilayah Begar
Kesatuan Republik Indonesia; atau

S. peristiwa penting lainnya.

Pasal 106
Pejabat pada Instansi Pelaksana yang melakukaak&ndyang
memperlambat pengurusan Dokumen Kependudukan dzdaams
waktu yang ditentukan dikenakan sanksi berupa denda

administratif.

Pasal 107

(1) Denda administratif sebagaimana dimaksud dalaml Rada
ayat (2), Pasal 105 ayat (2) dan Pasal 106 diaaland
Peraturan Daerabh.

(2) Penetapan besaran denda administratif sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dengan memperhatikan Ketent
Undang-Undang dan kondisi masyarakat di daerahngasi
masing.

(3) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada @yat
merupakan penerimaan daerah Kabupaten/Kota, dan bag
Daerah Khusus Ibukota Jakarta merupakan penerimaan
daerah Provinsi.

Bagian ...
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Bagian Kedua

Biaya Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Penc&iathn

Pasal 108

(1) Biaya pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatgitn
di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ajtiean

dengan peraturan daerah masing-masing.

(2) Biaya pelayanan pencatatan sipil di luar wilayahg&ta
Kesatuan Republik Indonesia ditetapkan sesuai denga
peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai

penerimaan negara bukan pajak.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 109

Persyaratan dan tata cara Pendaftaran PendudulPetaratatan
Sipil yang berlaku pada saat Peraturan Presiderditatapkan
masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangano belum

diganti sesuai dengan Peraturan Presiden ini.

Pasal 110

Semua ketentuan mengenai persyaratan dan tat&eadaftaran
Penduduk dan Pencatatan Sipil yang ada pada saatuf@e
Presiden ini ditetapkan, wajib disesuaikan dengamatBran

Presiden ini paling lambat 1 (satu) tahun.

BAB ...
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BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 111

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggstiaghkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 April 2008
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
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BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 111

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggstiaghkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 April 2008
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI

Deputi Sekretaris Kabinet
Bidang Hukum,

Dr. M. Iman Santoso



